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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
karunia dan kesempatan yang diberikan sehingga Rencana Strategi (Renstra) Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempusn dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tabun 2023-2026 ini dapat disusun sebagai acvan ketja dalam penyusunan
program dan kegiatan Dinas Sosial Pemberdayasn Perempuan dan Perlindungan
Anak.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-
2026 berpedoman kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Ketja Pemerintah Daerah. Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Dacrah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
pada Tahun 2022

Renstra menyajikan informasi yang disusun secara sistematis, untuk kemudian
diukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sitematis pula. Sebagai
salah satu instrument Sistem Akuntabilitas Kinerja Lostansi Pemerintah, Rencana
Strategis merupakan langkah awal yang memuat pengukuran pelaksanaan kinerja
sampai berakhimya periode Renstra Tahun 2026.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai mempunyai acuan umum
tentang arah pembangunan empat tahun ke depan. Renstra ini tentu nantinya akan
dirinei dan dijabarkan lebih fanjut untuk menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas
setiap program dan kegiatan lebih terarah. Akhirnya kami berharap dengan adanya



Rencana Strategis ini, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai berjalan sesuai dengan
tujuan dan program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Tuapejat, /4 Maret 2022
{ Kepala Dinas

-

osmaida Sagurung, SE, M.Si

NIP. 197907222009012002
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RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023-2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemnur,
Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang vaitu dilaksanakannya pemilihan
kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Serta Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
pada Tahun 2022, Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud,
merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan
pedoman bagi Pemerintah Daerah vang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan
masa jabatan berakhir Tahun 2022, dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah untuk Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 serta
pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RPD.

Menindaklanjuti hal tersebut. maka Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu untuk melakukan
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026 sebagai tindak lanjut dari
RPD Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026, selain
menyesuaikan kepada RPD juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian
Sosial RI Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian PPPA RI Tahun 2020-2024
dan didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Kesejahteraan Sosial serta Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak. i

Rencana Strategis adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk
mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu Dinas/OPD. Dalam rencana tersebut

dilakukan analisis masalah, identifikasi potensi pemecahan masalah, serta

menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis




RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
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merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (performance)
sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik
yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk
mencapainya. Namun demikian dengan adanya tuntutan dan kebutuhan seirng
dengan perkembangan kemajuan dan dengan dilakukannya berbagai macam
evaluasi segala bidang maka perlu sebuah perubahan, dalam perubahan tersebut
perlu ditampilkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah vang
bersifat outcome yang tentunya lebih terukur. Perubahan tersebut perlu
dituangkan dalam bentuk rencana strategis sebagai arah, kebijakan dan panduan
bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam proses rencana
strategis ditentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas, serta
mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam upaya mencapai efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan program perangkat daerah dan makin cksis serta unggul
dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah,
setiap perangkat daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi, secara
bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja
perangkat daerah.

Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan
Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra
Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daeral,
dan (4) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial, pemberdayaan, perlindungan
perempuan dan anak secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam
meningkatkan kesejahteraan umum serta  peran aktif masyarakat dalam
pemeliharaan suasana keamanan dan kenyaman yang kondusif, namun dengan
terjadinya perubahan- perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka arah
pembangunan perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan
prioritas sasaran program untuk mewujudkan Masyarakat Mentawai vang Maju,
Mandiri dan Sejahtera.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan

(]
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Pembangunan jangka menengah Organisasi Perangkat Daerah yang memuat
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan, yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta berpedoman pada Rencana Pembanglmah Daerah
(RPD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya adalah
dengan dokumen penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT)
dan dokumen penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) yang merupakan instrumen pertanggungjawaban pemerintah.

Renstra Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu
lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam
pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Dacrah, baik evaluasi

Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap
Perempuan;

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-undang Nomor 49 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten
Kepulauan Mentawai;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; g

6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;




10.
11.
12.
13.
. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial:
15.
16.
17.

18.

19.

24.

25

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023-2026

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban;

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak
Pidana Pedagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruan g
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak:
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal:

Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan

Dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 2008 tentang tahapan, Tata Cara

Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pemabangunan Daerah:

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan
Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak
Pidana Perdagangan Orang;

Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan;
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28.

30.

3L

33.

34

36.

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang diubah dengan permendagri
nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah; :
Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
PUG di Dearah juncto Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Permendagri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
PUG di Daerah;

. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kcbijakan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak:

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus
Bagi Anak Penyandang Disabilitas;

. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi
Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak;

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi
Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;

. Kepmensos RI Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem Kescjahteraan

Sosial Nasional;
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang
Standarisasi Panti Sosial;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025:

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera
Barat Tahun 2021- 2026;

Peraturan Dacrah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 9 Tahun
2008 tentang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan
Mentawai;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun
2015 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2015-2035;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun
2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-2025;

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
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1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2023-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk kurun waktu empat tahun yang mencakup gambaran
kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas
dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebagai berikut:

1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan selama kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah.

2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan peran gkat
daerah untuk kurun waktu empat tahun dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja
perangkat daerah.

3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan
dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu empat

tahun.

1.4. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026 disusun dengan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.
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BAB Il

BAB I1I

BAB IV

BAB V

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

Gambaran Pelayanan OPD

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat
daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat
daerah, serta tantangan dan peluang pengembangaﬁ pelayanan
perangkat daerah.

Permasalahan Dan Isu Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan
fungsi  pelayanan  perangkat  daerah, telaahan  Renstra
Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi,
telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Tujuan dan Sasaran
Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat
daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
perangkat daerah.

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penutup
Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
Renstra Perangkat Daerah.
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BAB I
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak memiliki struktur organisasi, tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Struktur

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun
2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati
Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Susunan organisasi Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan
Bidang
c. Bidang Sosial membawahi
1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial
2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seksi Perlindungan dan
Jaminan Sosial Keluarga
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi:
1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Perempuan
2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Anak

3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan dan
Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak.
e. UPID
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Struktur organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak tahun 2022 dapat dilihat pada bagan struktur organisasi dan
tata kerja berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERIJA
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

Kepala Dinas

Rosmaida rung SE.M.Si
NIP. 197907222009012002

Kepala Bidang Sosial

Arsenius, SH, MH
NIP. 197804152011011007

Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan & Perlindungan Anak

osepha Y atundai, S
NIP. 198605302010012014

Pekerja Sosial Ahli Muda

Piter Natalinus Saleleubaja, S.50s
NIP. 19821220200604 1001

Kasi Rehabilitasi Sosial

Helteprida,5.Pd
NIP. 19640505 1986032008

Kasi Pemberdayaan Perempuan

wenti, S.Pi
NIP, 197107072008012005

C

dra Dewi, SE.M.Si
NTP. 198102222001122001

Sekretaris

Kasubbag Umum dan
Kepegawainn

Musrinavanti Siregar SE
NIP. 19841229201 1012017

Perencana Ahli Muda

Delpi Kuswanto, SKM,M.Kes
NIP. 197808121998031005

Penyuluh Sosial Ahli Muda

Normawaty Astuti 8. SH
NIP. 198111142011012006

Kasi Pemberdayaan Sesial &
Penanganan Fakir Miskin

Toras Pasaribu, 8.Kom
NIP [98109032006041008

Pekerja Sosinl Ahli Muda

Rosmin Ferawati, S.1P
NIP. 198306042001122001

UPTD
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2.1.2 Uraian Tugas.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai
dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas pokok
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam meaksanakan kesejahteraan sosial,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Kepala Dinas
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu  Bupati  dalam
menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan  bidang sosial, bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi
kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah.
(2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1),
Kepala Dinas mempunyai fungst;
a. perumusan kebijakan Daerah urusan sosial, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;
b. pelaksanaan kebijakan urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan administrasi urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris
(1) Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung
pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan serta ketatausahaan, kevangan, kepegawaian, pengelolaan aset,

tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta
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pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan

Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1), Sekretaris Dinas
mempunyai fungsi :

a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaliasi, dan
pelaporan Dinas;

b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian,
ketatausahaan, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan
masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup Dinas:

C. penataan organisasi dan tata laksana lingkup Dinas;

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup
Dinas;

e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Dinas; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas
dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

(1) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian Dinas

(2) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan
kerumahtanggaan Dinas;

(3) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan
hubungan masyarakat di lingkungan Dinas:

(4) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan
dokumentasi di lingkungan Dinas:

(5) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi
dan tata laksana di lingkungan Dinas

(6) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan
perundang-undangan di lingkungan dinas; dan

(7) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinya

13
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4. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan

h

mempunyai tugas
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan
mempunyai tugas:

(1) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program di

lingkungan Dinas;

(2) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran di

hingkungan Dinas;

(3) melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan di

lingkungan Dinas;

(4) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan

keuangan di lingkungan Dinas:

(5) melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang

milik Daerah di lingkungan Dinas: dan

(6) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

(1) Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang
sosial

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, di
bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan di
bidang perlindungan dan jaminan sosial kel uarga;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial.
di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan di
bidang perlindungan dan jaminan sosial kel uarga;

C. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial,

di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan di

bidang perlindungan dan jaminan sosial kel uarga; dan
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d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, mempunyai

tugas :

1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial;

2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial;

3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kebijakan di bidang rehabilitasi sosial; dan

4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial dan

Penanganan Fakir Miskin

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial dan

Penanganan Fakir Miskin, mempunyai tugas:

1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
dan

4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan dan

Jaminan Sosial Keluarga

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan

Sosial Keluarga, mempunyai tugas:

1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

perlindungan dan jaminan sosial keluarga;

E
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2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perlindungan dan jaminan sosial keluarga

3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga; dan

4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya

3)

9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan

fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan, di bidang perlindungan anak, dan di bidang kesejahteraan
dan pemenuhan hak perempuan dan anak;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan
perempuan, di bidang perlindungan anak, dan di bidang kesejahteraan
dan pemenuhan hak perempuan dan anak

c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan
perempuan, di bidang perlindungan anak, dan di bidang kesejahteraan
dan pemenuhan hak perempuan dan anak; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan
fungsinya -

10. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pemberdayaan perempuan
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi pemberdayaan perempuan,
mempunyati tugas :

(1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

pemberdayaan perempuan
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11.

12.

(2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan

(3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan -pelaporan
kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan; dan

(4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Anak

Kelompok Jabatan Fungsional ~Sub-Substansi Perlindungan  Anak.

mempunyai tugas:

(1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
perlindungan anak;

(2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
perlindungan anak:;

(3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kebijakan di bidang perlindungan anak; dan

(4) melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan dan

Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan dan Pemenuhan

Hak Perempuan dan Anak, mempunyai tugas:

(1) melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
kesejahteraan dan pemenuhan hak perempuan dan anak:

(2) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
kesejahteraan dan pemenuhan hak perempuan dan anak:

(3) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kebijakan di bidang kesejahteraan dan pemenuhan hak perempuan dan
anak; dan

(4) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup
tugasnya
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti yang telah disebutkan di atas,
Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak memiliki sumber
daya vang mendukung penyelenggaraan kegiatannya. Sumber daya tersebut yaitu
sumber daya manusia, asset/modal, serta sarana prasarana lain,

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pegawai negeri
sipil (PNS) dan pegawai Non-PNS pegawai Non PNS terdiri dari Pegawai Non
PNS dengan Perjanjian Kerja (Non PNS PK) dan Pegawai Sukarela. Berikut ini
merupakan jumlah sumber daya manusia di Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan

jenis kelamin.

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

Pendidikan ‘

NO OPD  SMA D3 S1 S2 | Jumlah |

|

|

|| |

5 lal=lal9 imlalz 29‘
|

Dari Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai PNS Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten kepulauan
Mentawai Tahun 2022 sebanyak 29 orang dengan kualifikasi pendidikan paling
banyak Strata 1 yaitu sebanyak 17 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7

orang dan perempuan sebanyak 10 orang.
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Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

Pendidikan

NO OPD SMA D3 S1 S2 Jumlah

L PlL | P L P L P

1 DSP3A 10 ] - 12| 4 9 - - 31

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Non PNS Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten kepulauan
Mentawai Tahun 2022 sebanyak 31 orang dengan kualifikasi pendidikan paling
banyak SMA vaitu sebanvak 15 orang vang terdiri dari laki-laki sebanyak 10
orang dan perempuan sebanyak 5 orang.

Tabel 2.3.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

Golongan

NO OPD | 1] m IV Jumlah

1 DSP3A - - I 1 12 | 12 - 3 29

Dari Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai PNS Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten kepulauan
Mentawai Tahun 2022 sebanyak 29 orang dengan kualifikasi golongan paling
banyak golongan I1I yaitu sebanyak 24 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak

12 orang dan perempuan sebanyak 12 orang.
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Tabel 2.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering dan Fungsional di Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

$tmktuml Fungsional
No Lokasi  |Eselon  Eselon |Eselon |PEKSOS | FUNGSIONAL |J™Ib
noom v AHLI | TERTENTU
1 DINSOSP3A | 1 3 4 1 4 13

Dari Tabel 2 4 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan
struktural dan fungsional Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 sebanyak 13
orang dengan kualifikasi eselon paling banyak eselon IV yaitu sebanyak 4 orang
dan fungsional tertentu sebanyak 4 orang.

2.2.2 Aset/Modal

Dalam menjalankan tugas dan fungsi DSP3A sesuai dengan Peraturan
Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Keduukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, didukung oleh sarana dan prasanan yang ada. Sarana dan prasarana tersebut
berada ditingkat kabupaten, yang berupa bangunan dan kendaraan.

Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di
lingkungan DSP3 A adalah sebagai berikut:

1) Gedung Kantor/Gudang/Rumah Dinas

Tabel 2.5
Jumlah Gedung Kantor/Gudang/ di Perangkat Daerah Tahun 2022
No NamaGedung @ Alamat Luas Tabun | Ket
Pengadaan
1 DSP3A Jin. Raya | 425M* | 2002 Mutasi
Tuapejat dari BKD
KM.4

Pada Tebl 2.5 dapat dilihat bawah gedung tempat kerja Dinas Sosial
pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan hasil mutasi dari
Badan Keuangan Daerah (BKD) pada Tahun 2022 dengan luas 425M?2.
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2) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki oleh DSP3A Kabupaten Kepulauan
Mentawai berjumlah 24 unit, dengan rincian 4 unit kendaraan roda empat dan 20
unit kendaraan roda dua.

Berikut merupakan tabel jumlah kendaraan dinas di lingkungan DSP3A
Kabupaten Kepulauan Mentawai:

Tabel 2.6
Jumlah Kendaraan Bermotor DSP3A Berdasarkan Kondisi
di Perangkat Daerah Tahun 2022

Roda 4 Roda 2
No OPD

Baik Rusak Baik Rusak

1 | DSP3A 3 2 | 17 | 9

|

Panti Sosial Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial
yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan
sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan
anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam
memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga
memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan
 kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi
penerus cita- cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam
bidang pembangunan nasional. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 4
lembaga panti sosial anak yang melakukan pelayanan, untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada table 2.7.

21



RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAL
TAHUN 2023-2026

Tabel 2.7 .
Jumlah Panti Rehabilitas Sosial Anak

di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022

No Nama Panti Alamat Sasaran
1. | Panti Sosial Pembinaan Anak | Muara Anak Terlantar
Mentawai Baithul Mugni ' Sikabaluan,
(YAPISMEN) Kecamatan
Siberut Utara
2. | Kasih Abadi Untuk Mentawai | Sipora Utara Anak Terlantar, Yatim
(KAUM) Piatu, Anak Keluarga
Kurang Mampu dan
Eks Korban Tsunami
3. | Panti Sosial Anak Sikakap ,Kec. Anak Yatim dan Fakir
Yatim, Fakir Miskin Darul Sikakap Miskin
‘Ulum Mentawai '
4 | Amal Mentawai Jin Raya Tuapejat | Anak Yatim dan Fakir
KM 8 Miskin

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DSP3A) Kabupaten Kepulauan Mentawai pada kurun waktu 5 tahun yang
lalu (2017-2021) adalah sebagai berikut:

23.1

Capaian Kinerja

Kinerja atau prestasi kerja berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten
Kepulauan Mentawai Tahun 2017-2021 dapat digambarkan dalam tabel 2.8.

Dalam tabel ini tergambar rasio atau persentase capaian kinerja atas target setiap
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tahun yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis DSP3A Tahun
2017-2021.
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Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DSP3A Kabupaten Kepulausn Mentawal

Tahun 2017-2021 (Rensira Periode yang Lalu)

Indikator
Kinerja

Sanan

Target
KK

Target
Indikator

Tainaye

Target Renstra Peranghkat Daerah pada

Tabun

Realisasi Capaian pads Tabun

Raswo Capaian pada Tahun

2017 2018 2019

2029

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2017

018

2019

w0

202

L

ITRUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1

Perseniase
perernpuan
periah  kawin
umur 15-49
tahun yang
proses
meiahirkan
ternkhimys i
fasilitas
keschatan

%o

104 100 100

JRL]

10

NA

NA

NA

NA

100

NA

NA

NA

NA

108

Jurnlah
kehijakan yang
responsil’
gender
memdukung,
pemberdayaan
petenikn.

dokumen

0

Proporsi
poemEphan
devwasa dan
anak
perenipuan
{vmuor 15-64
tahum}
mengalami
kekerasan
(fisik, seksual,
it ermsional)
oleh  pasangan
atau mantan
pasangan dalam
12 Fulan

propoTsi

Na

Na

NA

NA
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Prevalensi
kekerasan
tethadsp anak

perempuan

W

NA

v

.02

0.02

Proporsi
perempuan
dewasa dan
anak
perempuan
(wnur 15364
tabuan)
mengalami
kekerasan
seksual  oleh
orang lain
selain pasangan
dalam 12 bulan
terakhir.

Proporsi

NA

NA

0.028

4031

Q.010

2. TRIJSAN BIDANG SOSIAL

1

Persentase
pemernnthan
ketwuhen
dasar
Penyandang
Disabilitas
Telantar

%

190

100

100

Ha

NA

NA

26

4.3

100

Na

316

4.3

Persentase
pemenithzn
kebutuhan
dasar
TerTantar

Anak

%

100

106}

140

100

100

Na

NA

NA

NA

100

NA

NA

NA

NA

00

Persentase
pementhan
kebutuhar
dasar  Lanjut
1Tnia Terlantar

%

00

100

100

100

Na

WA

10.5

32

100

NA

NA

10.5

32

104

Persentase

%

Loe

100

10X}

100

130

25




dJunar
Cralandungun
Petigemis

Persentase
pemenuban
kebatvhan
dpsar  Korban
Bencany  alam
dan sosial
daerah

Y

100

100

100

104}

100

100

NA

NA

NA

100

NA

NA

NA

100
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Dari tabel tersebut ditas terlihat bahwa terdapat indikator kinerja yang belum
mencapai target sesuai yang diharapkan atau rasio kinerjanya masih berada dibawah
angka 100 %, Capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kinerja Bidang Urusan P3A

Tabel 2.9
Jumlah dan Jenis Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak
dari Tahun 2017 s/d 2021

1 [Kasus Kekerasan 8 9 28 15
2 |Status
-Korban NA 6 6 21 15
.Saksi NA 3 3 5 4
-Pelaku NA 0 0 2 1
3 Jenis Kekerasan
-Percabulan NA 8 2 10 13
: -Persetubuhan NA 0 0 7 0
[ -Sodomi NA 0 0 2 0
-Curian Motor NA 0 0 2 0
-Pemukulan NA 0 0 7 0
-kekerasan fisik dan mental 1
-narkotika 1

Pada Tabel 2.9 dapat dilihat bahwa kasus kekerasan pada anak mengalami
fluktuatif yang mana terjadi peningkatan sejak tahun 2018 dari 8 kasus menjadi 28
kasus pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 15 kasus.
dengan kejadian kasus kekerasan tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan kasus
sebanyak 13 kasus dengan jenis kekerasan pencabulan.
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Grafik 2.1
J h kasus kekerasan .__ perempuan a a h 201 —221 -

Pada grafik 2.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 s/d tahun 2020 terjadi
peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak secara signi , namun
pada tahun 2021 terjadi penurunan kasus menjadi 15 kasus.

Grafik 2.2
Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan jenis kasus
Tahun 2021

Jenis Kekerasan %

Pada grafik 2.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jenis kekerasan yang
tertinggi berupa kasus pencabulan sebanyak 13 kasus dari 15 kasus yang ada.
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Tabel 2.10
Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak berdasarkan
Jenis Kelamin Tahun 2018 s/d 2021
'N 0| Jenis kelamin | 2018 | % [2019 % 2020 % 2021 %
‘1 |Perempuan 8 | 100 9 | 100 | 21 | 78% | 13 |86.7%
2 |Laki-laki 0 0 0 | 0 6 22% 2 |133%

Pada Tabel 2.10 dapat dilihat bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak
pada tahun 2018 dan tahun 2019 semua kasus (100%) dialami oleh anak perempuan
sedangkan pada tahun 2020 kejadian kasus kekerasan pada anak perempuan sebesar
78% dan anak laki-laki 22%.

Tabel 2.11
Jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan tempat
Tahun 2018 s/d 2021
' No | Kecamatan [2018 | % [2019] % [2020] % [2021] %
[ 1 [Pagai Selatan - . 5 |56% | 6 [23% | 0 | 0%
. 2 |Pagai Utara - . - 2 [8% [ 3] 20%
| 3 |Sikakap 5 163%| 3 3% | 7 |27% | 3 | 20%
- 4 Sipora Selatan 2 |25% | - | - | 4 |15%] 1| m
5 |Sipora Utara I 12% - - 1 4% | 1 7%
4 ES Siberut Barat Daya _ _ _ o | 0% | 2 | 13%
7 Siberut Selatan - - . - |2 8% | 3 | 20%
8 |Siberut Tengah - |- - - 2 8% | 0 | 0%
9 Siberut Utara - - 1 11% 0 0% 1 7%
10 |Siberut Barat - - - - | 2 8% 1 7%
11 [Luar Mentawai - - - - 1 4% | O 0%
Total 8 (100% 9 [100%| 26 |100%| 15 [100%

Pada Tabel 2.11 dapat dilihat bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak
dari tahun 2018 s/d tahun 2021 paling banyak terjadi pada Kecamatan Sikakap, pada
tahun 2018 sebesar 63%, tahun 2019 sebesar 33%, tahun 2020 sebesar 27% dan
pada tahun 2021 sebesar 20%.
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Pada Tabel 2.12
Jumlah kasus kekerasan berdasarkan jenis pelayanan dari Tahun 2015 s/d 2021

NO Jenis Layanan 12015 | 2016 [ 2017 | 2018 | 2019 [2020[2021
| UPTD | & [ 86 | 006 |00
2 Pelayanan Terpadu 1 | I I 1 1 1
Rumah singgah 0 0 0 0 0 1 I
4 Unit pe.rlindungan PPA 5 ' 5 5 5 | 5 | s 5
kepolisian
5 |Lembaga lain 0 0 0 0 0 0| 0

Pada Tabel 2.12 dapat dilihat bahwa penanganan kasus kekerasan pada

perempuan dan anak dari tahun 2015 s/d 2021 paling banyak di unit perlindungan
PPA Kepolisian.

Tabel 2.13
Jumlah Forum Anak Tahun 2017 s/d 2021
No | Kecamatan 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 Pagai Selatan 1 0 0 0 0 |
| 2 |Pagai Utara 0 0 1 0 0 |
. 3 |Sikakap 0 I 1 1 1
' 4 [Sipora Selatan 0o | 0 0 0 0
5 Sipora Utara 0 0 1 1 1
6 |Siberut Barat Daya 0 | o 0 0 0
7 [Siberut Selatan b I 1 0 0 |
. 8 |[Siberut Tengah 0 0 0 0 0
9 |Siberut Utara 0 0 0 0 0
10 Siberut Barat 0 0 0 0 0
1 ,Kabupatc_n Kepulauan I 0 0 I 1
Mentawai _ .
Total 1 2 3 3 3

Pada Tabel 2.13 dapat dilihat bahwa forum anak di Kabupaten Kepulauan
Mentawai mulai terbentuk sejak tahun 2017 dengan jumlah forum anak pada tahun
2021 sebanyak 3 forum.
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Tabel 2.14
Jumlah kabupaten, kecamatan dan desa layak anak Tahun 2017 s/d 2021
No ?Kewmatan 2017 | 2018 @ 2019 | 2020 | 2021

1 |Kabupaten Layak Anak 0 0 0 0 0
2 |Kecamatan Layak Anak 0 0 0 0 0
3 |Desa Layak Anak 0 0 0 0 0

Pada Tabel 2.14 dapat dilihat bahwa sejak Tahun 2017 s/d Tahun 2021 di
Kabupaten Kepulauan Mentawai belum terdapat kabupaten, kecamatan dan desa

layak anak.
Tabel 2.15
Jumlah Kelompok/Organisasi Perempuan Berdasarkan Bidangnya Tahun 2021
; Bergerak di Bidang
‘No Nama Organisasi
Ekonomi | Politik | Sesial |[Hukum

i Organisasi Gabungan Organisasi Wanita V N \ N
- (GOW)

2 Organisasi Bhayangkari v v
3 Organisasi Persit 0319 v v
{4 Organisasi Adhyaksa N |
' 5 Organisasi Jalasenatri v |
1 6 Organisasi PKK v v Y

7 Organisasi Dharma Wanita Persatuan \ N

(DWP)

* 8 |Organisasi Tkatan Bidan Indinesia (IBI) v
-9 (Organisasi Wanita Islam (WI) v ‘
| 10 Organisasi Ikatan Istri Anggota Dewan J
Y (IKIAD)

11 [Organisasi PPNI vV

12 [Organisasi PWKI vV v

13 [Organisasi WKRI V v
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Pada Tabel 2.15 dapat dilihat bahwa dari 13 organisasi perempuan yang ada di
Kabupaten Kepulauan Mentawai semuanya bergerak dibidang ekomoni, dan hanya 1
organisasi yang bergerak dibidang politik.

2. Kinerja Bidang Urusan sosial

Tabel 2.16
Jumlah PMKS berdasarkan kecamatan Tahun 2021
KECAMATAN
N »
JENIS PMKS/PPK. Si o y
0 S lsipora | Sipora [Pagai |Pagsi icakan] ST “]‘auhj:':‘ Siberut |Siberut |Siberut |
Utara |Selatan|Utara Selatan [***°F|Sclatan| {0 [Tengah | Utara | Burat s
| Anak balita terlantar - - - ! - - | g I
(0-3 Thn)
Anak bahta terlantar
2 | (5-18 Thn) - ke 2 0T % e 3 3 : L
Ansk yang g 1 2 . 2 1 T
3 | berhadapan dengan I 1 8 |
hukum (12-17 THN) '
4 | Anak Jalanan 3 3 3 - % I 2 - - - = |
Amnak dengan
5 | kedisabilitasan 12 4 - - 7 9 7 - - 9 48
(ADK) (0-17 THN)
Aek-korban & |3 2 e |3 2 : 1
6 | Kekerasan (0-17 2 2 20
THN)
Anak vang = 2 L - = A 3
7 | memerlukan - . 2
perlakuan khusus
g | s 432 | 544 | 326 | 587 | 53 | 378 | 145 | 328 | 528 [ 31 4.115
terlantar |
Penyandang [
9 disabilitas ! 14 4 15 0 4 27 39 7 0 39 149
10 | Tuna susila i - - - - - - - - - -
11 | Gelandangan - - - - - - = - = 5 = ‘
12 | Pengemis - - - - - - - = % = 4
13 | Pemulung - - - - - 2 - < 5 % 5
14 | Kelompok minoritas - - - - - - - = = = z
15 Bekas warga binaan . ) : 2 3 s : e 7 ) K
LPM
16 Orang dengan HIV k by : j I d
ATDS & 7
Korban penyalah
17 - . 5 . - s 2
gunaan Napza
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18 | Korban Trafficking | - . = : - % : e < . =

Korbun tindak
kekerasan
Pekenja migran
20 | bermasalah social - - - - -
(PMBS)
Korban bencana - 3 1 3 1 1 1 1 2 B 17
alam

Korban bencana - - - = - - - =
social

Perempuan Rawan
23 | Sosial Ekonomi 40 0 0 i} 41 80 0 1 0 46 208
(WRSE)

24 | Fakir Miskin 1.989 (2722 [1.658 | 2700 (2631 [2.185 | 1692 | 1882 | 2239 1.777 21475
Keluarga
25 | Bermasalah Social - - - = . - - - - i =
Psikologis

Komunitas Adat - = =,
Terpencil (KAT) 44 - | 677 | 490 | 1249 - : 2.460

26

JUMLAH 2487 3277 [2000 3334 13231 [3386 | 2374 | 3468 | 2769 | 2.184 28.502

Pada Tabel 2.16 dapat dilihat bahwa jumlah PMKS/PPKS vang ada di
Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 9 jenis dengan jumlah terbanyak adalah
fakir miskin yaitu sebanyak 21.475 KK_

Tabel 2.17
Jumlah PMKS/PPKS yang ditangani sampai Tahun 2021
' i Yang Sudah ditangani
NO b Target i o
PMKS/PPKS
2009 | % | 2020 [ % | 2021 | %
Anak balita
U | tedantar (0-5 Thn) : - ) ) ) 1 i
. Anak terlantar (5-
2 18 Thn) - - - - - 29 100
.i_..._
Anak dengan
3 | kedisabilitasan - . ) 2 = 48 100
' (ADK) (0-17 THN)
J’ Anak yang
berhadapan dengan 3 16 "
! + r—— - 9 Jiwa 100.00 o 100 8 jiwa 100
o 17THN)
| 5 | Korban bencana > N ) _ ) 17 100
Alam
6 | Lanjutusia terlanar | 307 | 3gssiwa | 1048 | 1% [ 324 | 4115 | 1132 |
| Jiwa Jiwa
| Penyandang ' " 18
i i ‘disabilitas 423 Jiwa | 138 Jiwa | 32.62 Tidin 4.26 149 35.22
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i) %
VX e a 0D

8 Kor_ban bencana i | 8!{_kf4l 100.00 ) ) i .
social jiwa
P, 21.475 16.944 | 16.578
9 Fakir miskin KK KK 7891 KK 771.19 | 21.475 100
Komunitas Adat i 48
10 Terpencil (KAT) 2460 KK | 132 Unit 537 Unit 1.95 211 8.58
|

Pada Tabel 2.17. dapat dilihat bahwa dari 8 jenis PMKS/PPKS yang ditangani
pada Tahun 2021, hanya PMKS/PPKS Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang
capaiannya paling rendah 8.58%.

Tabel 2.18
Jumlah DTKS berdasarkan kecamatan Tahun 2021
NO KECAMATAN Rumah Anggota Rumah
Tangga Tangga |
1 | PAGAI SELATAN 2.700 9.277 |
. 2 | SIKAKAP 2.631 8.705
3 | rAacArUTARA 1.658 5531
4 | SIPORA SELATAN - 2.722 8.837
5 | SIPORA UTARA 1.989 6.636
6 | SIBERUT SELATAN 2.185 7.956
7 | SIBERUT BARAT DAYA 1.692 B 6.388
8 | SIBERUT TENGAH 1.882 7312
9 | SIBERUT UTARA 2.239 7.788
| 10 | SIBERUT BARAT 1.777 7.170
'[ TOTAL | 21475 75.600

Pada Tabel 2.18 dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga miskin di
Kabuopaten Kepulauan Mentawai Tahun 2021 sebanyak 21.475 KK dengan jumlah
jiwa sebanyak 75.600 jiwa.

2.3.2 Realisasi Anggaran

Komponen APBD berdasarkan kategori belanja Dinas SP3A Kabupaten
Kepulauan Mentawai terdin atas (1) Belanja Langsung, yang di dalamnya terdapat
belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal; dan (2) Belanja Tidak
Langsung, yang di dalamnya terdapat belanja pegawai. Pada tahun 2021,

-
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pertanggungjawaban keuangan Dinas SP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat
disajikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan APBD (APBD-P) Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun Anggaran 2021. Anggaran Dinas SP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai
ditetapkan sebesar Rp 7.068.286.752.- yang terdiri dari Belanja Langung sebesar
Rp.3.167.784.050.- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.900.502.702.-

Secara umum, kinerja APBD Dinas SP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada tahun
2017-2021 telah mencapai target. Dengan kata lain, anggaran yang ada dapat terserap
secara maksimal, baik anggaran belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
Dalam perspektif perencanaan, kondisi tersebut menunjukkan penetapan target vang
optimis. Berikut ini merupakan tabel alokasi anggaran dan capaian realisasi anggaran
belanja tidak langsung dan belanja DSP3A Kabupaten Kepulauan Mentawai pada
Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021.
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Perlindungan Anak Kabupaten Kepulavan Mentawai Tahun 2017-2021
Rasio antara Realicasi dan Anggaran

Anggaran pada Tahun ke Realisasi Anggaran pada Tahum ke padla Tabun ke (%)
2017 2018 2019 2020 2021 W17 2018 2019 2020 2021 2017 | 2018 | 2019 | 202 2021

Llradan
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Langmung
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Belanja Pegawai $.143.011.000 | £92,742,000 %3750000 | 13,852,143 |3, 167,754,030 | 00604018 7SEADTISE | TAT.E91.636 740344700 | B070.07L,337 | 8428 | 8495 | W6 | 9057 97.200
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FLi

Brlatja hibah - - - STOL000, 300 - - - £70,000,000 - - - - 100
Belmjn  banan - - - A, 400,000 - - - A8, 571000 - - - . $6.77
social
Belanja Madal .
146.600.000 5,500,000 9,660,610 94,156,000 | 438,681,700 | 142881700 4,230,000 9,660.343 24,156,500 30,075,557 | 9725 691 U] 100 o804
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Pada tabel 2.19 dapat dilihat bahwa realisasi keuangan Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Tahun 2017-2021 sudah
dikatakan baik dengan realisasi paling tinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar
97.68%.

2.4.

24.1

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Tantangan vyang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Perangkat

Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Sosial

e oae o B

Kebijakan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengan kondisi daerah
Tingginya angka kemiskinan

Tingginya penyandang masalah disabilitas, ODGJ, lansia terlantar dll
Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah rawan bencana alam
Belum optimInya kerjasama dengan desa tentang data permasalahan sosial
Kompleksitas permasalahan PMKS sebagai dampak kemajuan dan

pembangunan.

. Tingginya intensitas perpindahan PMKS jalanan antar wilayah baik antar

Desa/Kabupaten maupun provinsi yang berdampak pada kesulitan
pendataan PMKS.

. Belum optimalnya kualitas Sumber Dayva Manusia aparatur penyelenggara

kesejahteraan sosial,Sarana Prasarana serta Program dan Kegiatan yang
mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan.

Anggaran pembangunan kesejahteraan sosial yang tersedia belum dapat
mendukung penyelengaraan usaha kesejahteraan sosial vang berkualitas
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Penguatan kapasitas Potensi dam Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
belum  simultan dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS).

. Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten dengan

Pemerintah Provinsi untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnva melalui alokasi APBD

Kabupaten /Kota maupun Stakeholders belum berjalan optimal dan belum
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adanya data yang mendukung penanganan PMKS melalui Coorporate Social
Responbility(CSR) dibidang kesejahteraan sosial oleh Dunia Usaha.

2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perl indungan Anak

Kondisi geografis yang sulit dijangkau

. Penggunaan komunikasi yang tidak terkontrol

¢. Kurangnya ketrampilan yang menunjang peningkatan ekonomi keluarga

Kurangnya kesadaran masyarakat dan keluarga korban dalam memberikan
pendampingan terhadap anak

- Masih terdapat kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tidak

dilaporkan

242 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Bidang Urusan Sosial

a.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial
mengamanatkan bahwa penyelengaraan kesejahteraan sosial menjadi
tanggung jawab pemerintah,pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten
/kota, masyarakat dan Dunia Usaha

- Adanya jaringan komunikasi baik telkomsel maupun jaringan Wifi di semua

Desa di Mentawai

- Adanya program pemerintah pusat untuk emerintah daerah seperti PKH,

PKAT, BPIS dan sembako

. Adanya keterlibatan OPD teknis lainnya dalam permasalahan sosial

Adanya tenaga TKSK

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
mengamanatkan bahwa penanganan permasalahan kemiskinan menjadi
tanggung jawab insitusi sosial secara berjenjang dari pusat hingga
Kabutapen/Kota

. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai instrumen untuk mendorong

pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitas sosial pada Balai
Rehabilitas Sosial dan Panti Sosial milik masyarakat.
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h. Kerjasama stakeholder baik perguruan tinggi. Dunia Usaha maupun

lembaga pelayanan sosial dasar lainnya.
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Teknologi Informasi yang semakin terbuka Maju

b. Dukungan dari pemrintah Pusat tekait PUG, pemenuhan hak anak, dan
penangan tindak kekerasan semaikin tinggi

c. Keterbukaan Komunikasi di daerah terpencil semakin meningkat

d. Ada dukungan dari LSM tentang penanganan tindak kekerasan pada
perempuan dan anak

e. Adanya lembaga P2TP2A, GOW, DWP, PKK
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah
kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan
pembangunan, adapun Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten kepulauan
Mentawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dapat dikelompokkan
dalam kelompok bidang sebagai berikut:

1. Permasalahan terkait urusan bidang sosial, antara lain:

a. Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial
yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS/PPKS).

b. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia aparatur secara kualitas dan
kuantitas terutama karena masih minimnya jumlah pekerja sosial
fungsional dan penyuluh sosial fungsional pada Balai Rehabilitasi Sosial
dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan
sosial.

c. Belum optimalnya kemitraan strategis dengan pemerintah Kabupaten/Kota
yang mampu mendorong pengalokasian anggaran APBD Kabupaten /Kota
dan penyediaan shelter untuk penanganan Penvandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS/ PPKS).

d. Belum optimalnya peran Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Mentawai yang perlu di dorong melalui inisiasi

kebijakan Home Care Service dan Day Care Service dalam

penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS/ PPKS).
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Belum simulannya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) dengan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS/ PPKS).

Belum optimalnya integrasi program dan kegiatan secara menyeluruh antar
unit teknis Dinas Sosial yang berdampak pada kualitas layanan
kesejahteraan sosial PMKS/ PPKS.

2. Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan, antara lain:

a.

Belum optimalnya implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG) pada SKPD

Kelompok Kerja (Pokja) Pengarus-Utamaan Gender (PUG) dan Focal
Point Pengarus-Utamaan Gender (PUG) telah terbentuk namun belum
optimal

Persentase perempuan yang duduk di parlemen sebanyak 0 %, karena
elektabilitasnya rendah, meskipun partai telah memenuhi syarat kuota 30
% dalam pendaftaran caleg

Masih rendahnya partisipasi perempuan yang menduduki jabatan strategis
di lembaga Pemerintah

Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan

Rendahnya persentase perempuan lansia yang mengikuti program Bina
Keluarga Lansia (BKL)

Rendahnya persentase perempuan penyandang disabilitas di masyarakat

yang mendapatkan layanan pemberdayaan perempuan.

3. Permasalahan terkait perlindungan perempuan adalah:

Meningkatnya kasus kekerasan perempuan termasuk KDRT

Rendahnya persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan
preventif pada situasi bencana alam dan social

Masih belum optimalnya penanganan korban kekerasan terutama terutama
kekerasan seksual pada anak

Rendahnya kesadaran perempuan untuk melaporkan kekerasan yang

dialami kepada lembaga layanan

4. Permasalahan terkait kualitas keluarga, meliputi:

a.

Rentanya ketahanan keluarga dari dimensi sosial dan ekonomi;
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Masih belum terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
pada seluruh kecamatan

Rendahanya pemahaman keluarga terhadap pola asuh anak (parenting
skill).

5. Permasalahan terkait sistem data gender dan anak, meliputi:

a. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki sistem data
pilah gender dan anak

b. Masih belum optimalnya Sistem Data Gender dan Anak (SIGA).

6. Permasalahan terkait Pemenuhan Hak Anak (PHA), meliputi:

a. Masih rendahnya capaian level kabupaten/kota layak anak

b. Belum semua kecamatan dan desa memiliki forum anak

¢. Belum memiliki Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)

d. Belum semua puskesmas yang ada di kecamatan menjadi puskesmas
ramah anak sesuai standar

¢. Belum semua kecamatan memiliki sekolah ramah anak sesuai standar

7. Permasalahan terkait perlindungan khusus anak, antara lain:

Masih tingginya jumlah anak korban kekerasan

Belum optimalnya anak korban kekerasan terutama kekerasan seksual
yang mendapatkan pelayanan sesuai standar

Belum ada kecamatan melaksanakan Program Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat (PATBM) yang aktif

Rendahnya kesadaran orangtua melaporkan kasus kekerasan/pelecehan
anak ke lembaga layanan.
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Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

'NO

Masalah
Pokok

Masalah !

Faktor Yang Mempengaruhi

Rendahnya
kualitas hidup
perempuan

Rendahnya
kesetaraan
gender dan

' Perencanaan Penganggaran Responsif

Belum optimalnya implementasi

Gender (PPRG) pada OPD;

pemberdayaan
perempuan

Kelompok Kerja (Pokja) Pengarus-
Utamaan Gender (PUG) dan Focal
Point Pengarus Utamaan Gender
(PUG) telah terbentuk namun belum
optimal;

- parlemen
elektabilitasnya

Persentase perempuan yang duduk di
shebsar 0 %, karena
rendah, meskipun
partai telah memenuhi syarat kuota 30
% dalam pendaftaran caleg

Masih rendahnya partisipasi
perempuan yang menduduki jabatan
strategis di lembaga Pemerintah

Masih rendahnya partisipasi angkatan
kerja perempuan;

' Rendahnya

rJ

Masih
rendahnya
perlindungan
terhadap
perempuan dan
anak

Masih
rendahnva
kualitas
perlindungan
terhadap
perempuan dan
anak

persentase  perempuan
lansia yang mengikuti program Bina
' Keluarga Lansia (BKL)

Rendahnya persentase perempuan
penyandang disabilitas di masyarakat
yang mendapatkan layanan
pemberdayaan perempuan

Belum semua Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) memiliki sistem data
pilah gender dan anak i
Meningkatnya  kasus  kekerasan
terhadap perempuan dan  anak,
termasuk kekerasan seksual

Rendahnya persentase perempuan dan
anak yang mendapatkan perlindungan
preventif pada situasi bencana alam
dan sosial;

Masih belum optimalnya penanganan
- korban kekerasan terutama Tindak
| kekerasan seksual

Masih tingginya jumlah anak korban

kekerasan ]
' Belum optimal anak korban kekerasan
| teruma kekerasan seksual

' mendapatkanpelayanan sesuai standar
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Belum semua kabupaten/kota
melaksanakan Program Perlindungan
Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

' (PATBM) vang aktf

'Masih rendahnya capaian  level

' kabupaten/kota layak anak; )
Belum semua kecamatan dan desa
memiliki forum anak;

Belum semua puskesmas yang ada di
kecamatan menjadi puskesmas ramah
anak sesuai standar

Belum semua kecamatan memiliki
 sekolah ramah anak sesuai standar

' Rendahnya kesadran perempuan dan
' orangtua untuk melaporkan kasusnya

I kelembaga layanan
3 | Tingginya Belum semua Belum Optimalnya anggaran yang
angka masyakat tersedia  untuk  penanggulangan
kemiskinan miskin kemiskinan
mendapatkan |
bantuan '
Belum optimalnya pendataan
masyarakat miskin
4 | Belum Belum Belum tersedianya tenaga
maksimalnya | maksimalnya | pemberdayaan social yang memadai
pemberdayaan | keterlibatan serta
PSKS potensi sumber
kesejahteraan |
social ~ dalam |
penanggulanga
n
permasalahan |
social |
masyarakat

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan, pengendalian dan
evaluasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dilakukan
secara berkelanjutan untuk menjamin konsistensi pelaksanaan dan menilai capaian
kinerja rencana pembangunan daerah agar visi misi yang tertuang dalam RPJMD
dan Renstra dapat tercapai. Perubahan RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2017-2022 dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2017-2022, sehingga Resntra Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan Anak juga mengalami perubahan.

Evaluasi pelaksanaan pembangunan dimaksudkan untuk melihat
keberhasilan program dan kegiatan melalui pencapaian indikator kinerja. Hasil
pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek antara lain aspek
pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pemberdayaan social masyarakat, kekerasan
kepada anak dan perempuan serta pemberdayaan perempuan dalam bidang politik,
ekonomi, social dan budaya. Hasil evaluasi terhadap target kinerja Perubahan
Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun
2017 — 2022 untuk setiap misi dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun
2017-2020 diperlihatkan pada berikut:

Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan
Produktif

Tujuan Sasaran Program ' I:::;:;:: Target : nglf)m
Terwujudnva Meningkatnya Pemberdayaan | Persentase 214 17.5
- kesejahteraan kemandirian Sosial | penurunan
' social PMKS | PMKS '
'~ masyarakat dan Program | p 100 99,97
pemenuhan hak Rehabilitasi P‘;{"Slf‘s‘m_
perempuan dan Sosial yane
Sk me’mperoleh_
| bantuan sosial
! L fepat sasaran |
Program 100 72.39
Perlindungan dan mﬁ;g }
Jainan socl | cacat fisik dan [
| mental, lanjut '
| usia tidak
| potensial  vg
| telah
| menerima
f Jjaminan social ]
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Misi 2. Mewujudkan Infrastruktur yang merata, berkualitas dan

berwawasan lingkungan.

Realisasi

[ Tujuan Sasaran Program I;l::kator Target (%)
- Terwujudnya Meningkatnya Program Persentase 100 100
- kesejahteraan kemandirian penanganan | penyaluran
' social PMKS bencana bantuan
- masvarakat dan tepat
- pemenuhan hak sasaran

perempuan  dan

anak

Misi 5 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang

harmonis dan

berbudaya
; Indikator Realisasi
Tujuan Sasaran Program _ P | Target (%)
Terwujudnya | Meningkatnya Program Persentase L1100 100
kesejahteraan | Kualitas Pemenuhan pemenuhan  Hak |
social Perlindungan Hak | Hak Anak Anak
- masyarakat Perempuan Dan | Program Pencanangan 5 Kec 5 Kec
dan Anak Pemenuhan kecamatan  layak
pemenuhan Hak Anak anak
- hak Cakupan | 100 100
perempuan perempuan korban |
dan anak kekerasan yang |
mendapatkan |
penanganan '
pengaduan oleh | [
pelugas fterlatih di
] dalam unit |
‘ | pelayanan terpadu | o ]
Program Persentase  kasus | 100 100
Perlindungan | tindak  kekerasan
Khusus Anak | terhadap anak vang ‘
yang diselesaikan
| Meningkatnya Program Persentase kepala | 36 36
| Kesetaraan Pengarusulam | keluarga
| Gender  Dalam | aan Gender perempuan  yang
Pembanguan dan sejahtera !
Pemberdayaan f
| Perempuan | |
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Dari hasil evaluasi yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan
realisasi capaian program dan kegiatan maka capaian kinerja Dinas Sosial
pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum semua tercapai,
diantaranya persentase penurunan PMKS sebanyak 17.5% dari target yang
ditetapkan sebesar 21.4%, persentase penyandang cacat fisik dan mental, lanjut
usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social sebesar 72.39% dari
target yang ditetapkan sebesar 100% serta persentase PMKS yang memperoleh
bantuan sosialtepat ssaran sebesar 99.97% dar target yang ditetapkan sebesar
100%.

Selain dari evaluasi terhadap capaian target dan indikator yang terdapat
dalam Renstra Perubahan Tahun 2017-2022, Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak juga sebagai perangkat daerah penyelenggara
pelayanan publik sehingga merupakan salah satu perangkat daerah pelaksana
pelayanan minimal sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal. Adapun hasil capaian SPM bidang sosial pada Tahun 2021 sebagaimana
dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut,

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Capaian SPM Tahun 2021
,[ . Standar Pelayanan Minimal (SPM)
. .Iemli; Pelayan Target e
asar :
| ingiliater % | Absolut | %
| 1 | Rehabilitasi Terpenuhinva kebutuhan dasar |'
sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar dari
; penvandang jumlah Populasi Penvandang .
| disabilitas Disabilitas Telantar di daerah 149 149 | 100%
| telantar di luar kabupaten Kepulauan Menlawai yang |
panti | membutuhkan Rehabilitasi Sosial i
| dasar di luar panti |
2 | Rehabilitasi | Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak '
sosial dasar anak | Terlantar dan Populasi Anak Telantar .
lelantar di luar di daerah kabupaten Kepulauan 29 29 100%
panti Mentawai yang membutuhkan
Rehabilitasi Sosial dasar di tuar panti |
3 | Rehabilitasi Terpenuhinyva kebutuhan dasar Lanjut
sosial dasar lanjut | Usia Terlantar dari Populasi Lanjut
rsia lelaqtar di Usia Telantar di daer_fd! kabupaten 4115 4115 100%
uar panti Kepulauan Mentawai vang
; membutuhkan Rehabilitasi Sosial
| , dasar di luar panti

a—
e
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Rehabilitasi Terpenuhinya kebutuhan dasar
sosial dasar tuna | Gelandangan Pengemis dari Populasi
sosial khususnya | Gelandangan dan Pengemis di daerah
gelandangan dan | kabupaten Kepulauan Mentawai yang . .
pengemis di luar | membutuhkan Rehabilitasi Sosial 0 I L
panti dasar di luar panti
Perlindungan dan | Terpenuhinya kebutuhan dasar
jaminan sosial Korban Bencana alam dan sosial
pada saat dan daerah kabupaten Kepulauan
setelah tanggap Mentawal dari Populasi Korban
darurat bencana Bencana alam dan sosial di daerah "
bagi korban kabupaten yang membutuhkan 0 0 0%
bencana Perlindungan dan Jaminan Sosial
kabupaten pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana daerah kabupaten

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa dari lima jenis SPM bidang Sosial pada

Tahun 2021 haya terdapat tiga jenis SPM dengan hasil capaian sesuai dengan
target (100%), sedangkan untuk dua jenis SPM lainnya yaitu Rehabilitasi sosial
dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
bagi korban bencana kabupaten dengan realisasi 0%, hal ini diakibatkan karena
pada tahun 2021 tidak sasaran indikator SPM tersebut.

Untuk mencapai suatu target yang ditetapkan dalam rencana strategis
dihadapkan terhadap situasi dan kondisi yang tidak bisa dikendalikan diantaranya
adanya kejadian wabah covid 19 yang melanda seluruh Indonesia khususnya
Kabupaten Kepulauan Mentawai dilain faktor penghambat lainnya, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikul:
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Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat dalam pencapaian

- Program Kepala Daerah

Tujuan dan Sasaran Penghambat Pendorong
RPD :

Tujuan 1: ¢ Belum tersedia data |e Tingginya harapan
Terwujudnya sumber PMKS yang valid masyarakat terhadap
daya manusia yang e Belum tersedia | program bansos |
berkualitas anggaran yang | Adanya program dari

Sasaran 1.3: maksimal dalam | kementerian dan provinsi
Meningkatkan pengentasan Adanya kerjasama
ketrampilan hidup |  kemiskinan dengan Disdukcapil
(Lifes kiil) sumber daya |e Belum  optimalnya | tentang data penduduk
manusia pemberdayaan PSKS

Tujuan 3: e Tidak tersedianya Adanya LSM  yang
Terwujudnya anggaran yang cukup | bergerak dibidang
lingkungan hidup yang | untuk  peningkatan | Kkebencanaan
berkualitas kapasitas Tagana dan |e Adanya petugas Tagana

Sasaran 3.3: Kampung Siaga | yang terlatih
Meningkatnya integrasi bencana Tersedianya regulasi dari
pencegahan dan | e Kondisi geografis | tingkat pusat sampai ke
penanggulangan yang sulit dijangkau daerah tentang
bencana penanggulangan bencana

Tujuan 5: e Belum  tersedianya | Adanya kegiatan-
Terwujudnya tatakelola data berbasis gender | kegiatan yang sasarannya
pemerintahan dan | di OPD gender dan anak

pelayanan public yang
akuntabel, transparan
dan melayani
Sasaran 5.3:

Meningkatnya kualitas
tatakelola pemerintahan
yang  bersih dan
akuntabel

Data yang sudah
tersedia belum valid
Perencanaan di OPD
belum menggunakan
analisis gender
Sumberdaya penyedia
dan penganalisis data
gender dana anak

Adanya anggaran untuk
data dan gender

masih kurang
Tujuan 7: '« Rendahnya Adanya kerjasama yang |
Terwujudnya pengetahuan dan | bak dengan lembaga/
kehidupan masyarakat | informasi masvarakat | organisasi non
yang aman dan | tentang  pelayanan | pemerintah yang fokus
harmonis perlindungan pada perlindungan
Sasaran 7.1:
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[ Meningkatknya

yang ramah anak dan
gender

kehidupan masyarakat

perempuan dan anak
Belum banyak
dukungan baik
maupun aparatur
pemerintah  maupun
dari masyarakat
tentang program
PUSPAGA
Pelaksanaan
Perencanaan dan
Penganggaran
Responsif  Gender
belum optimal
Terbatasnya anggaran
program untuk
mendukung PUG dan
Perencanaan dan
Penganggaran
Responsif Gender

perempuan dan anak
Dukungan program-
program  perlindungan
perempuan dan anak
yvang telah berjalan di
masyarakat

Adanya kerjasama yang
baik antara pemerintah
dacrah  dan  instansi
terkait melalui lembaga
P2TP2A

Adanya regulasi dari
pemerintah yang

mendukung Perencanaan |
dan Penganggaran |

Responsif Gender
Adanya dukungan dari
stakeholder OPD lain
terkait dalam
mewujudkan
pengarusutamaan gender

3.2. Telaahaan Renstra Kementrian/Lembaga

3.3.1 Telahaan Renstra Kementerian Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian

Sosial Republik Indonesia diarahkan pada pelaksanaan rehabilitas Sosial.

Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk

mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai

dengan amanat UUD 1945, Pancasila, UU Kesejahteraan Sosial dan Perpres No 7

Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

Peran dan fungsi Kementerian sosial adalah dalam rangka mewujudkan Visi

dan Misi Presiden terutama di didang sosial. Karena itu Visi Kementerian Sosial

selama 5 Tahun kedepan

nasional (visi presiden) tahun 2019-2024.

(2019-2024) akan mengemban visi pembangunan
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Visi kementrian Sosial adalah:
“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong”

Dalam Penerapan Restra Kementrian sosial yang mengacu pada RPJM
2019-2024 dan Nawacita yang telah ditetapkan, mendukung prioritas
pembangunan yang mendukung Visi dan Misi Presiden selaku kepala
pemerintahan, schingga dapat mencapai indonesia yang sejahtera melalui
peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan
kemiskinan,pada kajian Restra kementrian sosial terdapat beberapa faktor
penghambat yang tercamtum dalam Restra kementrian sosial RI Tahun 2019-2024
pada point permasalahan yaitu:

1. Program dan kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari
pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan
kebutuhan daerah.

2. Jangkauan pelayanan yang terbatas, sistem pelayanan yang tidak standar

3. Tidak tersedianya data base dan populasi dan target yang di dukung dengan
kriteria program/kegiatan

4. Beragamnya pola bantuan sosial tanpa standar

5. Lembaga Kesejahteraan sosial yang tidak di dukung kualitas SDM

6. Kurangnya peran Penyuluh Sosial mengakibatnya lemahnya pemahaman
penduduk dan keluarga terhadap layanan sosial.

Adapun faktor pendukung pelaksanaan Renstra terhadap Pemerintah
Kabupaten adalah:

1. Adanya dukungan dalam pendataan PMKS

2. Pengembangan Sumber Daya Kapital (SDK) untuk meningkatkan kualitas
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

3. Adanya Penetapan Standarisasi.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian PPPA

Perumusan tujuan Kemen PPPA mendasarkan pada RPJIMN tahun 2020-
2024 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Kemen PPPA, dan amanat

peraturan perundang-undangan terkait. Penyusunan tujuan Kemen PPPA perlu
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AT b & e 2

memperhatikan Agenda pembangunan nasional. Berdasarkan RPJIMN Tahun
2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional vang perlu diperhatikan
yaitu sebagai berikut:

- Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan:

- Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan:

- Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing:

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar:

. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim: dan

I - S ¥ T~ ST S

- Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Kemen PPPA mendukung Prioritas Nasional (PN) ke-3 vaitu
“Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing’,
khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak,
perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 vaitu “Pemenuhan hak dan
perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 vaitu “perlindungan
perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas
anak. perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai vaitu:
1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);

2. proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun:

3. Prevalensi anak umur 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang

hidupnya (%);

. Indeks Pembangunan Gender (IPG);

. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG):

. TPAK Perempuan; dan

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.
Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan

presiden, yaitu:

1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan:

2. Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;

3. Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak:

4. Penurunan pekerja anak; dan

5

. Pencegahan perkawinan anak
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Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi
Kemen PPPA adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya
kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran
strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
¢. TPAK Perempuan; dan
d. Indeks PUG Nasional.
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya
kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta
perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator
kinerja sasaran strategis yaitu:
a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
b. Proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18
tahun:
c. Persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
d. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam
Pembangunan PPPA
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya
partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak
anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator Kinerja sasaran
strategis yaitu:
a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat dalam PPPA; dan
b. Indeks Kualitas Keluarga dalam PPPA.
4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan term asuk TPPO
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya

segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat
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kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta
meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian
sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis vaitu:
a. Prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO
dalam 12 bulan terakhir
b. Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan
komprehensif
c. Persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan
korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar.
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
Sasaran strategis vang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya
layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus.
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis
yaitu:
a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang
hidupnya
b. Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif
¢. Persentase anak berusia 10-17 tahun vang bekerja; dan
d. Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA
Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya
tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini
diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:
a. Indeks Reformasi Birokrasi;
b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
¢. Tingkat Maturitas SPIP; dan
d. Nilai SAKIP.
Adapun faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian sasaran
strategis Kementerian PPPA adalah:
1. Faktor Pendorong
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 Kemen PPPA telah menandatangani MoU dengan Komisi Pemilihan Umum

(KPU), dan telah ditindaklanjuti oleh KPU dengan mengeluarkan kebijakan 30

persen calon legislatif perempuan;

_ Kemen PPPA telah menandatangani MoU antar kementerian tentang Perluasan

Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui
Gerakan Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri, MoU antar kementerian
tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa

Diskriminasi dalam Pekerjaan

. Telah tersedia berbagai regulasi yang mengarah pada Percepatan Pelaksanaan

PUG, hasilnya sebanyak 34 K/L dan 33 Provinsi telah memiliki program dan
kegiatan yang responsif gender

. Kebijakan pemerintah yang semakin kuat dalam mendorong pemenuhan hak

anak di tingkat pusat dan daerah

Kelembagaan anak telah ada di semua provinsi dan sebagian besar
kabupaten/kota;

Terdapat lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media. organisasi
keagamaan dan masyarakat) yang concern dan bermitra dengan Kemen PPPA

dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

. Penambahan fungsi baru Kemen PPPA yaitu penyediaan layanan rujukan akhir

bargi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat

nasional, lintas provinsi dan internasional

_ Disetujuinya DAK Non Fisik Bidang PPA untuk mendukung daerah dalam

menjalankan kewenangan Perlindungan Perempuan dan Anak:

. Faktor Penghambat

ketimpangan gender di Indonesia cukup tinggi, terlihat dari capaian Indeks
Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

_belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terlihat dari melambatnya

capaian pendapatan perempuan, dan persentase perempuan di legislative

masih lemahnya kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan pembangunan yang
responsif gender di tingkat nasional dan daerah. Selain itu 7 (tujuh) Prasyarat
PUG belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh K/L dan pemerintah daerah;
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_ tingginya Kepala Rumah Tangga Perempuan pada kelompok pengeluaran 40%

[=9

terendah (miskin) dan kurang berkembangnya usaha UMKM dan IKM yang
dikelola perempuan; dan

_ menurunnya pendapatan perempuan terutama pada pelaku usaha Mikro,

UKMM/IKM akibat pandemi Covid-19

Capaian beberapa indikator pemenuhan hak anak masih rendah, seperti
kepemilikan akte kelahiran, Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan
Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga, puskesmas ramah anak, kampung
anak sejahtera, tingkat partisipasi sekolah jenjang pendidikan menengah,
sekolah ramah anak, pusat kreatifitas anak, Ruang Bermain Ramah Anak
(RBRA), Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS), media informasi
layak anak yaitu TeSA (Telepon Sahabat Anak) dan PISA (Pusat Informasi
Sahabat Anak):. dan daerah mengembangkan model dan pelatihan Partisipasi
Anak dalam Perencanaan dan Pembangunan (PAPP).

Belum optimalnya peran lembaga masyarakat (profesi dan dunia usaha, media,
organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) dalam pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

_Belum tersusunnya basis data terkait partisipasi lembaga profesi dan dunia

usaha, media, dan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Belum adanya pedoman dan panduan teknis berupa metode dan cara dalam
mendorong/memandu  partisipasi masyarakat ~ dalam  pembangunan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah privat (KDRT)
maupun diranah publik dengan spektrum yang semakin luas

Belum optimalnya kelembagaan perlindungan hak perempuan (P2TP2A dan
UPTD PPA) dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan
Tingginya kasus kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan fisik, seksual,

maupun psikis, pada ranah privat maupun ranah publik
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3.3.3 Telahaan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi Sosial, Jaminan
Sosial, dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan Undang-undang No 11 Tahun
2009 tentang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat sebagai
pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial
bagi seluruh penduduk Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan amanat
UUD 1945, Pancasila UU Kesejahteraan Sosial karena itu Visi Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat selama 5 tahun kedepan (2021-2025) yaitu :

Visi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat adalah: “Terwujudnya
keberfungsian Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial menuju Sumatera
Barat yang Sejahtera” Dalam Penerapan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera
Barat yang mengacu pada RPIMD 2021-2025 dan Nawacita yang telah
ditetapkan, mendukung prioritas pembangunan yang Mendukung Visi dan Misi
Gubernur selaku Kepala Pemerintahan.Sehingga dapat mencapai Sumatera Barat
vang Sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan
dan pengurangan kemiskinan. Pada kajian Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera
Barat terdapat beberapa faktor penghambat yang tercantum dalam Renstra Dinas
Sosial Provinsi Sumatera Barat 2021-2025 pada poin permasalahan yaitu:

1. Besaran permasalahan PMKS yang semakin kompleks meskipun terjadi
penurunan populasi penduduk miskin

2. Banyaknya partisipasi masyarakat yang belum diimbangi dengan penguatan
manajemen pelayanan sosial schingga belum optimal dalam berperan dalam
penanganan

3. Belum optimalnya pemanfaatan sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam
penanganan PMKS

4. Menurunnya Nilai-Nilai kesctiakawanan sosial dan kearifan lokal, kegotong
royongan serta penghargaan terhadap para pahlawan dan perintis kemerdekaan

5. Sarana prasarana yang terbatas serta perlu rehabilitas panti sosial dalam rangka
meningkatkan pelayanan sosial

Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial terscbut
dalam kurun waktu 2021-2025, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :
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1. Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik regional maupun nasional;

2. Kondisi dan permasalahan kesgjahteraan sosial yang akan di hadapi pada kurun
waktu 2021-2025;

3. Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan perbaikan pada tahun
2021-2025.

Adapun faktor pendorong dan penghambat Dinas Sosial Provinsi swmatera
barat dalam pencapaian Renstra adalah :

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Gubernur tersebut, Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki
tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani
permasalahan sosial berupaya menyelaraskan Visi dan Misi Gubernur tersebut
agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Oleh karena
itu, penekanan Visi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 2021-
2025. yakni “Terwujudnya keberfungsian Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial menuju Sumatera Barat yang Sejahtera”.

Tabel 3.4
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Bidang Urusan Sosial

Visi: TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

No | Misi dan Program KDH dan Permasalahan Faklor <~
Wakil KDH terpilih Pelayanan SKPD Penghambat Pendorong |

(1 (2) (3) (4 (3

| | Misi Gubernur Nomor 4 :

“Meningkatkan  ekonomi

masvarakat berbasis

kerakyatan yang tangguh.

produktif, & berdaya saing

regional dan olobal.
menjadikan Sumbar sebagai
destinasi pariwisata
unggulan, serla

meningkatkan pemanfaatan
SDA dan potensi daerah
untuk kesejahteraan rakvat”
melalui Program :

a. Program pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial Adapun Faktor Faktor Pendorong |
b. Program Pembinaan | permasalah Penghambat adalah : '
Anak Terlantar dalam pelavanan | adalah 1. Dukungan
¢. Program Pembinaa Para | SKPD adalah : 1. Dukungan Tokeh
Penyandang Disabilitas | 1. Kebijakan keluargan dan | Masyarakal
dan Eks. Trauma dalam masvarakat dalam
| d. Program Pembinaan | _ penanganan vang  belum | Pemanganan |
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Panli Asuhan/Panti

optimal dalam

PMKS belum Tuna Susila
Lansia maksimal pelaksanaan 2. Partisipasi
. Program Eks. |2. Stikmasi rehabilitas masyarakal
Penyandang  Penyakit | masyarakal social dalam
Sosial (Eks.Narapidana. terhadap 2, Sarana dan | penanganan
WTS, Narkoba dan | penanganan Prasarana terhadap anak
Penvakil Sosial Lainnya) Eks. Penvakit belum memadai | 3. Kesukarelaan
" Program Pemberdayaan Sosial dan masyarakat
Fakir Miskin, KAT. dan Wanila Rawan dalam
PMKS lainnya Sosial Penanganan
. Program Pemberdayaan Ekonomi PMKS
Kelembagaan Sosial h . Jangkauan
Program Penanganan Pelayanan
Bencana dan Bantuan masih  belum f
Sosial sebanding
h Program  Pencegahan, | dengan jumlah
Penanganan dan PMKS
Rehabilitasi '
Penyalahgunaan
|- Narkoba |

3.3.4 Telahaan Renstra Dinas PPPA Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi
pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-
2025 adalah; “Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan
mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan
tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam
Pembukaan UUD 1945 dengan memperhatikan RPJPD Provinsi Sumatera Barat
tahun 2005-2025. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan
dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan  visi
pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka
menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2025adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya
berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Misi
ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai
agama, adat, budaya dan kearifan lokal di tengah kehidupan masyarakat.
peningkatkan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan

budaya.
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aik. bersih dan professional. Misi ini
diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan

professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong
partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter,
dan berkualitas tinggi. Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya
manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi,
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan
berlandaskan kesetaraan gender.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh.
produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah. Misi ini diarahkan untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan
mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan,
mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk
menghasilkan produk yang berdaya saing.

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta
berwawasan lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk penyediaan in frastruktur bagi peningkatan kegiatan
ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Rumusan RPIMD terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak memberi kontribusi yang sangat signifikan untuk mewujudkan
Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat sccara optimal.
Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, berikut ini dipaparkan faktor-faktor
pendorong dan penghambat dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, yaitu sebagai berikut:
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Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah Bidang Urusan P3A

No |  Misi, Tujuan dan Permasalahan Faktor
Sasaran RPJMD Pelayanan OPD | _
Penghambat Pendorong

(1) 2 &) (4) (5)

1 ‘ Misi 3
| Meningkatkan Sumber | IPG meningkat | Pelaksanaan Adanya komitmen
Dava Manusia yang | namun relatif | Perencanaan  dan | kepala daerah untuk
| cerdas, sehat, beriman, | rendah penganggaran meningkatkan
berkarakter, dan | dibandingkan responsif  gender | Pemberdayaan
berkulaitas tinggi kondisi ideal | belum optimal. Perempuan
| sebesar 100.

2 Tujuan 5
Meningkatkan derajat | IDG relatif rendah | Terbatasnya Adanya Lkerjasama
| kesehatan masyarakat, | dibandingkan anggaran program | yang baik antara
' kualitas kependudukan | kondisi ideal dan | untuk mendukung | pemerintah daerah
dan kesetaraan gender | daerah lain, PUG dan | dan instansi terkait
 serta  pemenuhan hak Perencanaan  dan | melalui  lembaga
anak penganggaran P2TP2A |

E ‘ responsif gender

3 Sasaran 4
| Meningkatnya Tingginya  kasus | Terbatasnya Adanva komitmen
' Pembangunan  Gender | kekerasan terhadap personil vang | kepala daerah untuk
dan Pemberdayaan | perempuan, terlihat | melayani mengembangkan
Gender serta | dari jumlah kasus | penanganan Kasus Kota Lavak Anak
‘ pemenuhan hak anak kekerasan terhadap | kekerasan terhadap

perempuan.

perempuan dan

anak

Belum optimalnva

Terfasilitasinya

peran  kelembagaan anggaran dan

perlindungan  hak program / kegiatan

| perempuan.

| Tingginya  kasus Adanya  kebijakan
kekerasan terhadap dan peraturan yang

‘ anak, terjadinya mendukung Adanya
berbagai  prakiik beberapa organisasi
buruk vang masyarakal dan

. mengancam  hak- L.SM yang bergerak |

‘ hak anak. seperti di bidang
pekerja < Pemberdayvaan

| perkawinan  anak, perempuan dan
dan anak

berhadapan dengan
hukum (ABH).

perlindungan anakJ

Belum terpenuhinya

hak-hak anak
seperli akte
kelahiran, PAUD.

hidup sehat. sekolah
ramah anak dan
pengasuhan  yang
aman.

!
|
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| EERET Ry RS

3.3. Telaahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3
Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2015-2035 Lingkup Wilayah dan Muatan RTRW Daerah.
RTRW memiliki tujuan:
a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
b. Rencana struktur ruang wilayah ;
¢. Rencana pola ruang wilayah ;

(=1

. Penetapan kawasan strategis;

¢. Arahan pemanfaatan ruang wilayah:

f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah:
g. Kelembagaan; dan

h. Hak, kewajiban serta

1. Peran masyarakat.

Penataan ruang wilayah daerah bertujuan untuk meningkatkan
perekonomian melalui pengembangan potensi sumber daya alam berkelanjutan
vang berbasis ekonomi kerakyatan, kearifan lokal serta ramah lingkungan dengan
dukungan infrastruktur yang terintegrasi dan berbasis mitigasi bencana.
Berdasarkan penataan ruang wilayah daerah, meliputi :

1. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi
dalam pengembangan wilayah;

2. Peningkatan aksebilitas dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dan
pengembangan jalur mitigasi bencana di wilayah daerah:

3. Peningkatan Pelayanan Prasarana Energi Listrik, Telekomunikasi, Sumber
daya Air dan seluruh kecamatan di daerah dan alokasi permukiman baru;

4. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi daerah pasca bencana;

5. Pemantapan fungsi kawasan lindung vang terletak dalam daerah, terutama

berkenaan dengan hutan lindung, resapan air, dan kawasan pesisir (sempadan

pantai, kawasan hutan bakau, daerah perlindungan laut);

6. Pengelolaan kawasan rawan bencana alam:
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. Pemanfaatan kawasan pelestarian alam (taman nasional, suaka alam, taman

wisata alam laut) sebagai kawasan yang ikut mendukung kegiatan sosial

ekonomi masyarakat;

. Peningkatan fungsi kawasan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan

negara; dan

. Pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar di wilayah

daerah

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Kepulauan Mentawai tidak menyangkut langsung terhadap pelaksanaan kebijakan

dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau

dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas

Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Kepulauan

Mentawai dimasa datang. Adapun isu- isu strategis Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

l.
2.

Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Masih belum optimalnya upava mewujudkan kesetaraan gender dan
pemberdayaan terhadap perempuan serta upaya-upaya pengarusutamaan
gender di kalangan pemerintah daerah;

. Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, angka

kemiskinan tahun 2021 sebanyak 21.475 KK (75.600 jiwa)
Masih adanya lanjut usia terlantar dengan berbagai penyebab, dengan jumlah

lansia terlantar 4.115 orang Tahun 2021.

. Masih adanya penyandang disabilitas, dengan jumlah disabilitas pada Tahun

2021 sebanyak 197 orang

. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan daerah rawan bencana, terutama

bencana, gempa, Tsunami, dan banjir serta bencana social

. Belum maksimalnya kelembagaan sosial dan dunia usaha, jumlah lembaga

sosial dan dunia usaha pada tahun 2021 sebanyak 18 lembaga.

. Belum berakhirnya pandemic covid 19 di Indonesia khusunya di kabupaten

kepulauan Mentawai
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9. Masih adanya prevalensi Stunting (19.6) dan Wasting (8.6 ) di Kabupaten

Kepulauan Mentawai

Tabel 3.6

Matriks Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs yang Relevan dengan
Dinas Sosial Pemberdayaan, Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.
Kepulauan Anak.

Target
|

Indikator

| (1

|

(2)

:_ Tujuan Ke-1 : Tanpa Kemiskinan - Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan

Dimanapun

Pada tahun 2030, mengurangi

setidaknya setengah proporsi laki-

laki, perempuan dan anak-anak
- dari semuausia, yang hidup dalam
‘ kemiskinan disemua  dimensi,
' sesuai dengan definisi nasional

-

Persentase penduduk yang hidup di bawah

kelamin dan kelompok umur.

kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai
dengan definisi nasional.

garis kemiskinan nasional, menurut jenis

Persentase laki-laki, perempuan dan anak- |
anak dari semua usia, yang hidup dalam .

' Menerapkan  secara  nasional
' sistem dan upaya perlindungan

sosial yang tepat bagi semua,

termasuk kelompok vang paling
~miskin, dan pada tahun 2030
mencapai  cakupan substansial
- bagi kelompok miskin dan rentan,
'~ dengan indikator:

Proporsi penduduk yang menerima program
perlindungan sosial, menurut jenis kelamin,

untuk kategori kelompok anak
berkebutuhan khusus, pengangguran, lansia.
penyandang difabilitas, ibu

kelompok miskin dan rentan.

hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, |

' Proporsi peserta jaminan keschatan melalui
SJSN Bidang Kesehatan

Proporsi peserta Program Jaminan Sosial
Bidang Ketenagakerjaan.

Persentase penyandang disabilitas yang

dasarnya dan inklusivitas

miskin dan rentan yang terpenuhi hak

Jumlah rumah tangga yang mendapatkan
bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga
Harapan
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' Tujuan Ke-5 : Kesetaraan Gender - Menjamin Kesetaraan Gender Serta
- Memberdayakan Seluruh Perempuan

bentuk
kaum

Mengakhiri segala
diskriminasi  terhadap
perempuan dimanapun.

Jumlah kebijakan yang responsif gendef!
mendukung pemberdayaan perempuan.

5

Menghapuskan segala  bentuk
kekerasan terhadap kaum
perempuan di ruang publik dan
pribadi, termasuk perdagangan
orang dan eksploitasi seksual,
serta berbagai jenis eksploitasi
lainnya.

Proporsi perempuan dewasa dan anak
perempuan (umur 15-64 tahun)mengalami
kekerasan (fisik, seksual, atauemosional)
oleh pasangan atau mantan pasangan dalam
12 bulan terakhir.

l

52.1(a)

Prevalensi kasus kekerasan |
terhadap anak perempuan.

Proporsi perempuan dewasa dan anak
perempuan(umur |5-64 tahun) mengalami
kekerasan seksual oleh orang lain selain
pasangan dalam 12 bulan terakhir

Persentase korban kekerasan
terhadap perempuan yang
mendapat layanan komprehensif

1 5.2.2.(a)

|

Menghapuskan semua  praktik
berbahaya, seperti perkawinan
usia anak, perkawman dini dan
paksa, serta sunat perempuan

Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang
berstatus kawin atau berstatus  hidup
bersama sebelum umur 15 tahun dan
sebelum umur 18 tahun.

53.1(a) Median usia kawin pertama
perempuan pernah kawin umur
25-49 tahun.

5.3.1.(b) Angka kelahiran pada perempuan
umur 15-19 tahun (age specific
fertility rate/asfr)

Menjamin partisipasi penuh dan
efektif, dan kesempatan yang

sama bagi perempuan untuk
memimpin di semua tingkat
pengambilan  keputusan dalam

- kehidupan politik, ekonomi, dan

Proporsi kursi yang diduduki perempuan di
parlemen tingkat pusat, parlemen daerah
dan pemerintah daerah

Proporsi perempuan yang berada di posisi
managerial.
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masyarakat.
Tujuan Ke-11 : Kota dan Pemukiman Berkelanjutan - Menjadikan Kota Dan
Pemukiman Manusia Inklusif, Aman, Berketahanan Dan Berkelanjutan
117. Pada tahun 2030, ~ T11.7.2(a) Proporsi korban kekerasan dalam
menyediakan ruang publik 12 bulan terakhir yang
dan ruang terbuka hijau melaporkan kepada polis ‘
yang aman, inklusif dan
mudah dijangkau terutama ‘
untuk perempuan dan anak, \
manula dan penyandang
disabilitas. \
Tujuan Ke-16 ~Pperdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh-

Mendorong Masyarakat Yang Damai Dan Inklusif Untuk Pembangunan ‘
Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Bagi Semua Orang Termasuk \
Lembaga Dan Bertanggungjawab Untuk Seluruh Kalangan, Serta Membangun

Institusi Yang Efektif, Akuntabel, Dan [nklusif Di Seluruh Tingkatan J\

16.2. Menghentikan perlakuan 162.1. (a) Proporsi rumah tangga yang
kejam, eksploitasi, memiliki anak umur 1-17 tahun ‘
perdagangan, dan segala yang mengalami hukuman fisik
bentuk kekerasan dan dan/atau agresi psikologis dart \
penyiksaan terhadap anak. pengasuh dalam setahun
terakhir. \

e S
anak laki-laki dan anak \
perempuatl \

16.23(a) Proporsi perempuan dan laki-laki |
muda umur 18-24 tahun yang

mengalami kekerasan seksual
sebelum umur 18 tahun.

16.3. Menggalakkan negara 16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan
berdasarkan hukum di dalam 12 bulan terakhir yang
tingkat nasional dan melaporkan kepada polisi.

internasional dan menjamin
akses vang sama terhadap
keadilan bagi semua.

L =, 55

16.7. Menjamin pengambilan 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan
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keputusan yang responsif, perempuan di dewan perwakilan
inklusif, partisipatif dan rakyat (dpr) dan dewan
representatif di setiap perwakilan rakyat daerah (dprd).

tingkatan.

16.7.1.(b) Persentase keterwakilan
perempuan sebagai pengambilan
keputusan di lembaga eksekutif
(eselon i dan i1).
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BAB 1V
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun
pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan
tersebut, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ perangkat daerah vang
diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Syarat utama
penentuan tujuan dan sasaran adalah dapat diukur yang direpresentasikan melalui
Indikator Kinerja Utama (IKU) atau indikator tujuan sebagai indikator atau
ukuran keberhasilan.

Berikut merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Rencana strategis Dinas
Sosial Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak tahun 2023- 2026.

Tabel.4.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak 2023-2026

Tujuan Sasaran
1| Terwujudnya sumber daya | 1.3 | Meningkatkan keterampilan hidup
| manusia yang berkualitas (life skill) sumber daya manusia
'3 | Terwujudnya lingkungan | 3.3 | Meningkatnya integrasi
hidup yang berkualitas pencegahan dan penanggulangan
| bencana
'5 | Terwujudnya tata kelola [ 53 | Meningkatkan kualitas tatakelola
| pemerintahan dan pelayanan pemerintah yang bersih dan
public yang akuntabel akuntabel
_transparan dan melayani
7 | Terwujudnya kehidupan | 7.1 | Meningkatnya kehidupan
masyarakat yang aman dan masyarakat yang ramah anak dan
harmonis gender

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara tujuan, indicator tujuan, sasaran dan
indicator sasaran serta target capaian pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.1
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Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran serta Target Capaian Kinerja

Tujuan Indikator Target Sesaran Indikator K::lvl:llm Target Capaian
Tojusn 2023 2024 | 2025 2026 Sasaran @021) 2023 | 2024 | 2025 | 2026

Terwujudnya Persentase 415% |4.5% | 5% 5% Meningkatnya Persentase 100% 100% | 1002 | 100% 1100%
Kesejzhteraan PMKS yang Pemenuhan PMES yang
Sosial sejahtera Kebutuhan terpenuhi
Masyarakat dan PMKS kebutizhannya
Pemenuban Hak | Persentase 100% | 100% | 100% | 100% | Meningkainya Persentase 26% 26% | 32% | 37% | 42%
Perempuan Dan | pemenuhan Kualitas Penurunan
Anak Hak Perlindungan tingkat

Perempuan Hak Perempuan | kekerasan

dan Anak Dan Ansk terhadap

Termasuk perempuan dan

anak Anak

berkebutuhan

khusus
Terwujudnya Nilai LAKIP | B/inde | B/Ind | B/Ind | BfInde | Meningkatnya Persentase 100% 100% | 100% | 100% | 100%
kualitas ks eks eks ks kualitas kinerja capaian kinerja
tatakelola Tumlah Ainov | 3/nov | 3/inov | 3/inov | perangkat daerah | perangkat daerah
perangkat daerah | inovasi yang asi asi asl asi

diterapkan
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BAB YV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

L

Strategi Bidang Sosial
Strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kepulauan

Mentawai dilaksanakan melalui 9 (-sembilan) pendekatan yakni:

a.

Pendampingan dan Perlindungan Sosial yang meliputi perlindungan sosial

terhadap PMKS lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan.

_ Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial yang meliputi pendampingan dan

rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok
rentan.

Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam Penanganan PMKS, meliputi
serangkaian upaya sistematis untuk menggerakan segenap potensi yang ada di

masyarakat untuk terlibat aktif' dalam penanganan PMKS.

. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan meliputi

serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemu
kenali potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan
strategis dengan berbagai stakeholder yang memiliki komitmen dalam

penanganan PMKS.

_ Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk

memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/ tidak
potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan
kehidupannya.

Peningkatan Profesionalisme dan Kinerja Pelaksana Kesejahteraan Sosial
meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya
Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.

Peningkatan Kesadaran dan Tanggung jawab Sosial Dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial meliputi berbagai berbagai upaya inovatif dan sistematis

untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.

. Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Sosial Dalam Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana
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dalam politik dan pembangunan, dan melindungi p

pelayanan kesejahtera

sosial termasuk peningkatan layanan pada Balai Rehabilitasi Sosial.

an sosial termasuk peningkatan layanan kesejahteraan

Peningkatan Kualitas Perencanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

meliputi berbagai rumusan kebijakan pada pelayanan kesejahteraan

berp

sosial yang

ihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PS KS.

Memberikan bantuan kepada penderita covid 19 serta keluarga dengan anak
balita dan ibu hamil dalam rangka pencegahan stunting
2. Strategi Bidang P3A.

Strategi dalam upaya meningkatkan peranan dan keterwakilan

kelompok marjinal adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas hidup dan peran

pembangunan:

perempuan

erempuan, anak, serta

perempuan di berbagai bidang

Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang

pentingnya pengintegrasian gender dalam berbagai tahapan, proses, dan

bidang pembangunan.

Mengoptimalkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarustamaan Gender (PUG)

dan PPRG dalam melaksanakan perannya

Meningkatkan sarana prasarana penunjang sistem Data dan Informasi

Gender dan Anak

Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

di berbagai bidang pembangunan.
Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang

kesetaraan gender.

. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik:

pentingnya

Mengoptimalkan fungsi organisasi pemberdayaan perempuan dalam bidang

politik, ekonomi, hukum dan aspek hidup lainnya sampai ke fingkat desa

dan dusun
Mengoptimalkan Sosialisasi Kepada perempuan tentang PUG

- Penguatan pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal

30% keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai

politik.
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- Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan mimimal 30%

keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat
keikutsertaan dalam pemilihan umum legislatif.

- Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok
marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik term asuk sebagai
kader atau calon anggota legislatif. serta sebagai pengambil keputusan di
lembaga eksekutif dan yudikatif.

- Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan
perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.

- Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang
pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses

pembangunan di semua bidang.

. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG):

. Melaksanakan sosisalisasi regulasi tentang PUG melalui media massa,
media sosial dan tatap muka

- Meningkatkan sarana prasarana penunjang sistem Data dan Informasi
Gender dan Anak

- Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang undangan dan
kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender.

- Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan
dan memfasilitasi organisasi perangkat daerah tentang penerapan PUG.
termasuk data terpilah.

- Penguatan mekanmsme koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia
usaha dalam penerapan PUG.

- Penguataan lembaga/jejaring PUG, termasuk dengan perguruan tinggi, dan
organisasi masyarakat.

. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk
PPRG.

_ Memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan,

termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan melakukan
berbagai upaya pencegahan dan penindakan, melalui:
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- Meningkatkan Sosialisasi Penanganan Tindak kekerasan dan Pemenuhan
Hak Anak sampat tingkat desa dan dusun

- Menjalin kerjasama dengan penegak hukum, [.SM dalam penanganan dan
pendampingan korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak

- Menfasilitasi tenaga Pekerja sosial dan organisasi masyarakat dalam
pendampingan dan penanganan korban kekerasan

- Melakukan sosialisasi tentang cara bijak dalam pemakaian gadget kepada
masyarakat

- Meningkatkan Kerjasama proses peradilan korban dengan provinsi

- Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak.

- Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang
tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya
terhadap perempuan dan anak serta nilai-nilai sosial dan budaya yang
melindungi perempuan dan anak dan berbagai tindak kekerasan.

- Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait
kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta keadilan restorasi (restorative
justice) bagi anak.

- Pemberian bantuan hukum bagi anak scbagai pelaku, korban, atau saksi
tindak kekerasan, dan

- Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan,
rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan
reintegrasi sosial.

. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari

berbagai tindak kekerasan, melalui:

- Meningkatkan Kualitas Lembaga layanan pengaduan dan perlindungan
perempuan dan anak melalui pelatihan dan bimtek

- Penguatan sistem perundang-undangan terkait dengan tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan
termasuk dalam perencanaan dan penganggaran terkait dengan tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.
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Penguatan mekanisme kerjasama antar pemerintah. lembaga layanan,

masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha dalam upaya
pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
termasuk TPPO.

Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan

terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO.

f. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok marjinal,

melalui;

Peningkatan pemahaman masyarakat marjinal terhadap hak dan mekanisme
dalam mendapatkan layanan bantuan hukum.

Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan institusi penyelenggara bantuan
hukum.

Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok marjinal untuk

memastikan kelompok marjinal tersebut mendapatkan identitas hukum.

g. Pemenuhan hak perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan
konflik, melalui:

Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan termasuk masyarakat
tentang hak perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan
konflik.

Peningkatan pencegahan kekerasan berbasis gender bagi penyandang
disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik.

Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok perempuan

penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik.

h. Meningkatkan pemenuhan hak perempuan dalam ketenagakerjaan

Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan termasuk masyarakat
dan dunia wusaha tentang perlindungan hak perempuan dalam
ketenagakerjaan;

Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat
melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat;

Menguatkan sistem data dan informasi perlindungan hak perempuan dalam

ketenagakerjaan;
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Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
perlindungan hak perempuan dalam ketenagakerjaan

i. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam

rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui:

Pemerataan dan ketersediaan layanan dasar termasuk penyediaan layanan
pendidikan dan kesehatan yang inklusif untuk anak yang memerlukan
perlindungan khusus:

Percepatan kepemilikan akta kelahiran;

Kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat
anak;

Pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak;
Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak;

Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat
dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan lingkungan ramah
anak; dan

Upaya perwujudan Kota/Kabupaten Layak Anak termasuk di dalamnya
perwujudan Sekolah Ramah Anak (SRA)

j. Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan,

penanganan, dan rehabilitasi anak korban ftindak kekerasan, eksploitasi,

penelantaran, dan perlakuan salah lainnya melalui:

Peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang

tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak;

Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice,
termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau
saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;

Peningkatan upaya pencegahan perkawinan di usia anak;

Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan
pengasuhan alternatif;

Perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan;
Penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks lokal
masyarakat;
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Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melin

dungi anak dari
kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada
pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media
massa;
Pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak: dan
Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup
layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan
dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan
alternatif.
Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak dilakukan
melalui:
Penguatan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait
perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya:
Peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah dj pusat dan daerah serta
organisasi masyarakat melalu Jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan,
Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan:
Penguatan sistem manajemen dan pemanfaaatan data dan informasi lintas
OPD:; dan
Peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah daeral yang memberikan
layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaraan yang
memperhatikan kebutuhan anak.

Kebijakan

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak dj Kabupaten Kepulauan Mentawai di arahkan kepada:

L.
2,

Menurunkan angka kemiskinan
Meningkatkan penyediakan layanan hak dasar bagi penyandang disabilitas
dari rumah tangga miskin dan rentan

Meningkatkan pengelolaan program keluarga harapan

Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber penerangan utama
listrik PLN dan bukan PLN
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0 0 R wm

12
13.

14,

15.

16.

Meningkatkan kwalitas penanggulangan korban bencana sosial
Meningkatkan kwalitas pendampingan psikososial

Meningkatkan kwalitas sumber daya pemberantasan kemiskinan
Meningkatkan kebijakan responsive gender

Menurunkan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15-64
tahun yang mengalami kekerasan oleh pasangan atau mantan pasangan

- Menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak perempuan
11

Meningkatkan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa
dan anak perempuan umur 15-64 tahun oleh orang lain selain pasangan
Meningkatkan pendapatan penyandang difabilitas menurut Jjenis kelamin
Menurunkan kejadian hukuman fisik dan/atau agresi psikologis bagi anak
umur 1-17 dari pengasuh

Menurunkan prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak
perempuan

Menurunkan proporsi kekerasan seksual terhadap perempuan dan laki-laki
umur sebelum 18 Tahun

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, dan di lembaga eksekutif
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Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Tujuan 1: Sasaran 1.3: - Pendampingan dan Perlindungan Sosial terhadap PMKS | Menurunkan angka
Terwujudnya | Meningkatnya | lanjut usia, anak dan korban tindak kekerasan kemiskinan
sumber daya | keterampilan | Pendampingan dan Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS
manusia yang | hidup  (/ife | Penyandang Disabilitas, dan kelompok rentan
berkualitas skilfy sumber - Peningkatan kapasitas ramah tangga miskin untuk berusaha

daya manusia } Peningkatan pembiayaan usaha bagi masyarakat miskin

- Peningkatan  Kualitas  Perencanaan  Penyelenggaraan Meningkatkan
Kesejahteraan Sosial penyediakan layanan hak

- Penyediaan fasilitas layanan public vang ramah tethadap | dasar bagi penyandang
bagi penyandang disabilitas . disabilitas dari rumah

- Penyediaan bantuan social untuk pemenuhan hak dasar tangga miskin dan rentan

- Peningkatan kapasitas penyandang disabilitas

» Peningkatan jangkauan PKH Meningkatkan

- Pengembangan sistim pengelolaan PKH pengelolaan program

keluarpa harapan

- Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Sosial Dalam Meningkatkan akses
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial masyarakat miskin

- Peningkatan infrastruktur sumber penerangan utamanya terhadap sumber
listrik baik dari PLN dan bukan PLN penerangan utama listrik

- Peningkatan akses RT miskin terhadap sumber penerangan

- Penguatan Kapasitas dan Motivasi PSKS dalam Penanganan Meningkatkan  kwalitas
PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk | sumber daya
menggerakan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk pemberantasan
terlibat aktif dalam penanganan PMKS kemiskinan

L Peningkatan  Profesionalisme

dan Kinerja Pelaksana
Kesejahteraan Sosial meliputi
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Arah kebijakan

1ujuan Sasaran Strategi o
Tujuan 3 ; | Sasaran3.3: | Peningkatan infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar Meningkatkan kwalitas
Terwujudnya Meningkatnya | Peningkatan kapasitas masyarakat korban bencana sosial | penanggulangan korban
lingkungan integrasi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bencana sosial
hidup yang | pencegahan
berkualitas dan

penanggulang
an bencana
- Pengembangan kapasitas pendamping korban bencana sosial Meningkatkan kwalitas
- Penyediaan tenaga pendampingan psikososial pendampingan psikososial
Tujyan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Tujuan 5 : Sasaran 5.3 : | Penyediaan data dan informasi terpilah gender dan anak L Meningkatkan  kualitas
Terwujudnya Meningkatnya | secara lengkap dan kontinyu hasil analisis data terpilah
tatakelola kualitas - Penyediaan  sistim penyediaan, pemutakhiran  dan gender dan anak
pemerintahan | tatakelola pemanfaatan data terpilah gender dan anak untuk | Meningkatkan
dan pelayanan | pemerintahan penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program | pemahaman tentang
publik  vang | yang bersih | dan kegiatan pembangunan pentingnya data gender
akuntabel, dan akuntabel - Pemanfaatan hasi analisis data terpilah gender dan anak dan anak dalam setiap
transparan dan dalam setiap perencanaan program dan kegiatan kebijakan program dan
melayani kegiatan
- Meningkatkan kapasitas
sumber daya penvedia
dan penganalisis data
terpilah gender dan anak
| Twjuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Tujuan 7: Sasaran 7.1: | Melaksanakan sosisalisasi regulasi tentang PUG melalui Meningkatkan kebijakan
Terwujudnya | Kehidupan media massa, media sosial dan tatap muka responsive gender
kehidupan Masyarakat | Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang
masyarakat yang Ramah | undangan dan kebijakan agar selaly mendapatkan masukan
yang aman dan | Anak dan | dari perspektif gender.
harmeonis Gender - Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam
' mengKoordinasikan dan memfasilitas] orgauisasi perangkat
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Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah,
masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG
Penguataan lembaga/igjaring PUG, termasuk  dengan
perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil
PUG, termasuk PPRG

Meningkatkan sarana prasarana penunjang sistem Data dan
nformasi Gender dan Anak

Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku
pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian genider
dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan
Mengoptimatkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarustamaan
Gender (PUG) dan PPRG dalam melaksanakan perannya
Pencrapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender (PPRG}

Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha
tentang pentingnya kesetaraan gender

Mengoptimalkan ~ fungsi  organisasi pemberdayaan
perempuan  dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan
aspek hidup lainnya sampai ke tingkat desa dan dusun
Mengoptimalkan Sosialisasi Kepada perempuan tentang
PUG

Penguatan  pelaksanaan  kebijakan afirmatif  tentang
pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam
parlemen dan kepengurusan pariai politik

Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuban
minimal 30% keterwakilan perempuan sebagai calon
anggota legisiatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam
pemilihan umum legislative

Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari
kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan
hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota

1
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eksekutif dan yudikatif

Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya
keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai
anggota legislatif.

Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok
masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan
bantuan alat

Menfasilitasi tenaga Pekerja sosial dan organisasi
masyarakat dalam pendampingan dan penanganan korban
kekerasan

Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan
penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan dan
anak

Menurunkan proporst
perempuan dewasa dan
anak perempuan yang
mengalami kekerasan oleh
pasangan

Meningkatkan Sosialisasi Penanganan Tindak kekerasan dan
Pemenuhan Hak Anak sampai tingkat desa dan dusun
Melakukan sosialisasi tentang cara bijak dalam pemakaian
gadget kepada masyarakat

Meningkatkan Kerjasama proses peradilan korban dengan
provinsi

Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban,
atau saksi tindak kekerasan

Menurunkan tingkat
kekerasan terhadap anak
perempuan

Menjalin kerjasama dengan penegak hukum, LSM dalam
penanganan dan pendampingan korban tindak kekerasan
pada perempuan dan anak

Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak
Peningkatan cfektivitas layanan bagi perempuan dan anak
korban kekerasan

Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha tentang tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran
dan perlakuan salah lainnya terhadap perempuan dan anak

Meningkatkan
penanganan kekerasan
seksual terhadap
perempuan dewasa dan
anak perempuan

- Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan termasuk
masyarakat tentang hak perempuan penvandang disabilitas,

Meningkatkan pendapatan
penyandang  difsbilitas
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Peningkatan pencegahan kekerasan berbasis gender bagi
penyandang disabilitas, lansia, korban bencana dan konflik
Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok
perempuan penyandang disabilitas, lansia, korban bencana
dan konflik

Meningkatkan Kualitas Lembaga layanan pengaduan dan
perlindungan perempuan dan anak melalui pelatthan dan
bimtek

Penguatan sistem perundang-undangan terkait dengan
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk
TPPO

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam
memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan
penganggaran terkait dengan tindak kekerasan terhadap
perempuan dan anak termasuk TPPO

Penguatan mekanisme kerasama antar pemerintah,
lembaga layanan, masyarakat, lembaga pendidikan, media,
dan dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk
TPPO

Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO
Peningkatan pemahaman masyarakat marjinal terhadap hak
dan mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan
hokum

Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok
marjinal untuk memastikan kelompok marjinal tersebut
mendapatkan identitas hukum

Menurunkan kejadian
hukuman fisik dan/atau
agresi psikologis bagi
anak dari pengasuh
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Sebagai amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial,
program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada
pencapaian terget kinerja Dinas Sosial selama 4 (empat) tahun 2023-2026.
Selanjutnya implementasinya terintegrasi ke dalam tugas pokok fungsi unit kerja
sebagai berikut
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

2) Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen

Perencanaan

3) Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

4) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

3) Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

4) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

5) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
¢. Administrasi Umum

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4) Penyediaan Jasa  Pemeliharaan dan  Perizinan  Kendaraan

Dinas/Operasional

5) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6) Penyediaan Alat Tulis Kantor

7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11) Penyediaan Makanan dan Minuman
12) Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daeran
13) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
1) Sub kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota
1) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
2) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
4) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
5) Sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan
Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
1) Sub kegiatan Penyediaan Permakanan
2) Sub kegiatan Penyediaan Sandang
3) Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu
4) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
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5) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

6) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

7) Sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

8) Sub kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar

9) Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

10) Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan

11) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

12) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

13) Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

1) Sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

2) Sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan

3) Sub kegiatan Penyediaan Permakanan

4) Sub kegiatan Penyediaan Sandang

5) Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu

6) Sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti

7) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spintual, dan Sosial

8) Sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

9) Sub kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

10) Sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar

11) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

12) Sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

13) Sub kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
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14) Sub kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar.

1) Sub kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

2) Sub kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar

3) Sub kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak
Terlantar

Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

2) Sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Penyediaan Makanan

2) Sub kegiatan Penyediaan Sandang

3) Sub kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi

4) Sub kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan

5) Sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial

Kegiatan  Penyelenggaraan  Pemberdayaan  Masyarakat  terhadap

Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga
Bencana

2) Sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga
Bencana

PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN

Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga

Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan
Pelaksanaan PUG
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2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG

Kewenangan Kabupaten/Kota

3) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG

4) Sub kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan

Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

2) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan
Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga
Penyedia  Layanan  Pemberdayaan  Perempuan — Kewenangan
Kabupaten/Kota

2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah

Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban

Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi

Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
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2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan

Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana
Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

2) Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia
Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

3) Sub kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam
Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

4) Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan

Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota

1) Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan
Kabupaten/Kota

2) Sub kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam
Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan

Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak
Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan

Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
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10.

1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Fdukasi
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4) Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak

Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan
terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan

Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan
Anak  yang Memerlukan Perlindungan  Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota

3) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

4)  Sub kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi

Anak yang Memerlukan Perlindungan  Khusus Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota.
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1)

3)

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana

Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah
ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target
kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai
keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun Kkualitatif. Keberadaan
indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program
pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian
kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator
menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta
program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan adalah indikator kinerja
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat
daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja perangkat daerah ini
mengacu pada tujuan dan sasaran RPD akan diukur dalam evaluasi kinerja
pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi
bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga
perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Selama tahun 2023-
2026, kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai diukur melalui 12 (dua belas) indikator kinerja
program (outcome), yang 2 (dua) indikator di antaranya merupakan indikator
kinerja program (outcome) yang bersifat umum (generik) yaitu Indeks Kepuasan
Pelayanan Kantor dan Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional.
Indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan secara rinci dapat dikemukakan
pada Tabel 7.1 berikut ini.
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Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada Tujuan dan
g Sasaran RPD 2023-2026
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
No IKU Tahun Tahun | Tahun | Tahun Akhir
2023 2024 2025 2026
(0 (2) (E) 4 (5) (6) 7

Jumlah Pencanangan

5 | Saamilionduvkli il 3 4 5 6 6 |
Cakupan perempuan korban
kekerasan yang

2 | mendapatkan penanganan 100 100 100 100 100
pengaduan oleh  petugas
terlatih di dalam unit
pelayanan terpadu
Persentase kasus tindak

3 | kekerasan terhadap anak yang 100 100 100 100 100
yang diselesaikan
Persentase OPD dengan

4 | perencanaan dan _ 20 23 26 29 29
penganggaran yg responsive
gender
Persentase peran serla

5 | perempuan dibidang 50 50 75 75 75
poleksosbud
Selarasnya Data Base Gender 26 31 37 43 43

6 | dan Anak dalam Perencanaan
dan  Penganggaran  yang

responsif gender pada OPD

7 | Tingkat Kabupaten layak | Pratama | Pratama | Pratama | Madya Madya
Anak

8 | Indeks Pembangunan Gender 89,81 89.90 89,95 90,02 90,1

9 | Persentase PSKS vang terlatih 57.1 713 85.6 100 100
Persentase PPKS yang

10 diberdayal 39.2 59.4 81.6 100 100

11 | Persentase = PPKS vang 100 100 100 100 100
memperoleh banfuan sosial
tepat sasaran

12 | Persentase PPKS vyang di 48.3 652 82.7 100 100
rehabilitasi

13 | Persentase PPKS menerima 77.39 82.39 87.39 92.39 92.39

jaminan social
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Persentase penyaluran
bantuan tepat sasaran

100

100

100

100

100

15

Persentase Penduduk Miskin

14.57

14.44

14.31

14.17

14.57

16

Persentase pemenuhan
kebutuhan dasar Penyandang
Disabilitas Telantar

100

100

100

100

100

17

Persentase pemenuhan
kebutuhan dasar Anak
Terlantar

100

100

100

100

100

18

Persentase pemenuhan
kebutuhan dasar Lanjut Usia
Terlantar

100

100

100

100

100

Persentase pemenuhan
kebutuhan dasar
Gelandangan Pengemis

100

100

100

100

100

20

Persentase pemenuhan
kebutuhan dasar Korban
Bencana alam dan sosial
daerah

100

100

100

100

100

21

Persentase peningkatan
pelavanan dan kelancaran
pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi perangkat daerah

100

100

100

100

100

Indeks Kepuasan Masyarakat

80

82

34

85

85

24

Konsistensi Program RPD
kedalam RKPD

100

100

100

100

Konsistensi Program RPD
kedalam Renstra OPD

100

100

100

100

100

25

Konsistensi Program RKPD
kedalam Renja OPD

100

100

100

100

26

Persentase OPD  dengan
Laporan Keuangan Kategori
Baik

100

100

100

100

27

Persentase Barang dan Jasa
vang terindentifikasi dan
terdokumentasi dengan baik

80

81

83

85

835

28

Persentase Penempatan ASN
sesuai dengan Anjab dan
ABK

100

100

100

100

100
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BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai 2023-2026 merupakan dokumen
berkesinambungan dari rencana strategis Pembangunan bidang kesejahteraan
sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (2023-2026) dan
sekaligus merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023-2026.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun
2023-2026 adalah selama empat tahun. Untuk menjaga kesinambungan
pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa
transisi, maka Renstra Tahun 2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman
dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027. dengan tetap
berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2005-
2025.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung
pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan
yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Kepulauan Mentawai dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik,
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sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat
tercapai.

Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dijabarkan dalam Rencana Kerja
(Renja) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan dokumen perencanaan
tahunan dalam kurun waktu empat tahun. Untuk menjaga konsistensi dan
kesclarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja
Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target
Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kepulauan Mentawai, maka perlu dilakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan
Renstra secara berkala.

Tuapejat, 14 Maret 2022
Kepala Dinas

N

osmaida Sagurung, .SE, Si

NIP. 19790722 200901 2 002
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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR : 460/05/DSP3A TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-
program  pembangunan  guna terwujudnya  tujuan
pembangunan daerah yang merupakan integral dari
pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai,
perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2023-2026
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

b. bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan proses
penyusunan dokumen Renstra dan IKU (Indikator Kinerja
Utama) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan.
Perlindungan Anak 2023-2026, perlu membentuk Tim
Penyusunan  Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu
menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penyusun
Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;



Mengingat

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaiman
telah doiubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial;

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang
Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendaliaan dan
Evaltuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Instruksi Menteri Dalam Negerl Nomor 70 Tahun 2021
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 6

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan dJangka



Menetapkan
KESATU

KEDUA

14 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 65 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN,

. Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan susunan

sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

. Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang
dihadapi’ dalam mencapai target indikator tahun
sebelumnya;

menyajikan data target dan hasil capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU), Indikator program dan kegiatan tahun
sebelumnya,;

melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama
terhadap urusan yang ditangani OPD;

melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang
berkembang di Masyarakat;

melakukan pembahasan pengolahan data dan Informasi,
analisis gambaran pelayanan ;

melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan
tujuan dan sasaran OPD;

melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target
kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas;

melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam
rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan
kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan

kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas;



KETIGA

i. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan OPD
disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan
penganggaran terpadu; dan

j. menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan

rencana strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal Februari 2022

KEPALA DINAS
<

~
ROSMAIDA SAGURUNG, SE.M.Si
Nip. 197907222009012002




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR: 460/05/DSP3A TAHUN 2022

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023-
2026

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA] DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023-2026

Jabatan Dalam

No L Nama Jabatan .
Tim
1. | Rosmaida Sagurung, SE, M.Si Kepala Dinas Penanggung
Jawab

2. | Chandra Dewi, SE, M.Si Sekretaris Ketua

3. | Delpi Kuswanto, SKM, M.Kes Perencana Ahli Muda Sekretaris

4, | Arsenius, SH,MH Kepala Bidang Sosial Anggota
. 5. | Yosepha Yeni Sapatundai, ST Kepala Bidang P3A Anggota
' 6. | Toras Pasaribu, S.Kom Kasi Pemberdayaan Sosial & Anggota
i{ Penanganan Fakir Miskin
| 7. | Helteprida, S.Pd KasiRehabilitasi Sosial Anggota
"8, | Piter Natalinus Saleleubaja, 8.S0s| Pekerja Sosial Ahli Muda Anggota
i 9. | Desmawenti, S.Pi Kasi Pemberdayaan Anggota
Perempuan ~
- 10.| Normawaty Astuti S, SH Pekerja Sosial Ahli Muda Anggota
" 11.| Rosmin Ferawati, S.IP Penyuluh Sosial Ahli Muda Anggota
12.] Masrinayanti Siregar, SE Kasubag Umu_m dan Sekretariat

Kepegawalan :
- 13.; Rani Sasmita, SE Pelaksana _ Sekretariat _
- 14, Ramili, S.1.Kom Pelaksana Sekretariat
KEPALA DINAS
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ROSMAIDA SAGURUNG, SE,M.Si
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